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ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the factors that influence the 
implementation of PP No. 23 of 2018 which of tax fairness perceptions, tax 
administration, tax benefit, knowledge of taxation, tax penalty, and taxation 
socialization toward taxpayer compliance of SMEs taxpayer at Klewer Market. 
 The research method used is quantitative research methods. This research is 
a population research, meaning that all existing populations are used as research 
data. The total research sata used was 100 SMEs taxpayers at Klewer Market. This 
study used multiple linear regression analysis with data processing using the help of 
the IBM SSS 20 Program. 
The test result show that, perceptions of tax fairness, tax administration, and 
knowledge taxation has a significant effect on SMEs taxpayers. But for the tax 
benefit, tax penalty and taxation socialization does not effect the SMEs taxpayers. 
Keywords: Tax Fairness Perceptions, Tax Administration, Tax Benefit, Knowledge of 
                Taxations, Tax penalty, Taxation Socialization, and MSEs Taxpayers 
               Compliance. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan PP No 23 Tahun 2018 yang terdiri persepsi keadilan pajak, administrasi 
perpajakan, manfaat perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan 
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Wajib Pajak 
UMKM di Pasar Klewer. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian ini 
merupakan penelitian populasi, artinya seluruh populasi yang ada digunakan sebagai 
data penelitian. Total data penelitian yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak 
UMKM Pasar Klewer. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan olah data menggunakan bantuan program IBM SPSS 20. 
 Hasil pengujian menunjukan bahwa persepsi keadilan pajak, administrasi 
perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Tetapi untuk manfaat perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi 
perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  UMKM. 
Kata Kunci : Persepsi Keadilan Pajak, Administrasi Perpajakan, Manfaat 
  Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, 
  Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus dan berlangsung dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, baik dilihat dari segi materiil ataupun dari segi spiritual. Untuk dapat 
merealisasikan atau menciptakan tujuan tersebut perlu adanya perhatian terkait 
dengan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satunya yaitu dengan menggali 
sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2014: 2). 
Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang 
oleh perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 
yang mana digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan masyarakat, dan 
tidak mendapat imbalan secara langsung (Halim, Bawono, & Dara, 2014). 
Salah satu yang menjadikan penyebab masyarakat tidak patuh dalam 
membayar pajak adalah ketidaktahuan masyarakat akan sadar membayar pajak dan 
minimnya kepatuhan wajib pajak akan membayar pajaknya. Agar target pajaknya 
terpenuhi, maka perlu ditingkatkannya kesadaran wajib pajak secara terus menerus 
untuk membayarkan pajaknya. Kesadaran pajak sendiri muncul didalam diri wajib 
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pajak tanpa adanya ketakutan akan sanksi yang akan diberikan ketika tidak membayar 
pajaknya. 
Di Surakarta jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Surakarta meningkat setiap tahunnya. Data tersebut dapat 
dilihat sebagai berikut:  
Tabel 1.1 
Penerimaan Wajib Pajak UMKM 
No. Tahun Jumlah Wajib Pajak 
UMKM 
Kontribusi Pembayaran 
Pajak UMKM 
1. 2014 5.026 1,62 % 
2. 2015 6.026 1,89 % 
3. 2016 7.549 1,16 % 
4. 2017 10.878 3,16 % 
5. 2018 10.779 2,62% 
Sumber: KPP Pratama Surakarta, 2019. 
Dari tabel diatas jumlah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta mengalami peningkatan disetiap 
tahunnya.  Namun, dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak UMKM tersebut 
terjadi ketidak seimbangan dengan wajib pajak yang membayarkan pajaknya. Hal ini 
terlihat dari rendahnya kontribusi pajak dari sektor UMKM terhadap penerimaan 
pajak di KPP Pratama Surakarta. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Surakarta pada tahun 
tahun 2014 tercatat penerimaan pajak KPP Pratama Surakarta sebesar Rp. 
1.128.205.225.186 dan kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya 
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sebesar Rp. 18. 279.943.858. Artinya hanya ada 1,62% jumlah wajib pajak UMKM 
yang membayarkan pajaknya. Pada tahun 2015 jumlah penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surakarta sebesar Rp. 1.410.567.303.634 dan kontribusi penerimaan pajak  
dari sektor UMKM hanya sebesar Rp. 27.989.575.826. Artinya hanya ada 1,89% 
jumlah wajib pajak UMKM yang membayarkan pajaknya.  
Kemudian ditahun 2016 penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta sebesar 
Rp. 1.939.159.783.790 dan kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya 
sebesar Rp. 33.515.022.533. Artinya hanya ada 1,16% jumlah wajib pajak UMKM 
yang membayarkan pajaknya. Sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surakarta sebesar Rp. 1.463.646.748.565 dan kontribusi penerimaan pajak 
dari sektor UMKM sebesar Rp. 46.364.157.371. Artinya hanya ada 3,16% jumlah 
wajib pajak UMKM yang membayarkan pajaknya. 
Pada tahun 2018 penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta sebesar Rp. 
1.725.698.488.834 dan kontribusi penerimaan pajak sektor UMKM hanya sebesar 
Rp. 45.327.916.222. Artinya hanya ada 2,62% jumlah wajib pajak UMKM yang 
membayarkan pajaknya. 
Berdasarkan data yang sudah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa kepatuhan 
wajib pajak UMKM di kota Surakarta masih sangat rendah dalam menjalankan 
kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, peneliti mencoba melihat tingkat kepatuhan 
wajib pajak UMKM dari beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor 
eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM 
seperti persepsi keadilan pajak dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan administrasi 
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perpajakan, manfaat perpajakan, sanksi dan sosialisasi perpajakan merupakan faktor 
eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Sejauh ini, para pelaku UMKM digolongkan termasuk kedalam PPh Orang 
Pribadi yang tercantum dalam UU 36 Tahun 1998. Pada tanggal 26 Juni 2013 
dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berisi tentang 
pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang wajib pajak bagi pelaku UMKM 
adalah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang mana wajib pajak 
perseorangan atau badan yang memiliki dari usaha yang diterima atau diperoleh yang 
memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun 
pajak (Syafiqurrahman, et al., 2017). Adapun besarnya tarif pajak penghasilan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah dalam aturan tersebut sebesar 1% per satu tahun pajak. 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mulai diterapkan pada tanggal 
26 Juni 2013, akan tetapi peraturan tersebut mengalami pembaruan kebijakan 
mengenai tariff persentasi pajak yang mana tarif awal sebesar 1% per satu tahun 
pajak dan dirubah menjadi 0,5% per satu tahun pajak. Perubahan kebijakan tersebut 
tertulis dalam kebijakan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mulai diberlakukan 
pada tanggal 1 Juli 2018. Bagi wajib pajak yang sudah membayarkan pajaknya dalam 
satu tahun buku, maka peraturan tersebut diberlakukan ditahun selanjutnya. Akan 
tetapi, bagi wajib pajak yang membayarkan pajaknya per satu bulan sekali, maka 
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pembaruan peraturan tersebut diberlakukan per tanggal 1 Juli 2018. Pemberitahuan 
mengenai perubahan tersebut sudah disebarkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) 
yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. 
Ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, salah satu nya adanya batasan waktu 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang tidak ada pada peraturan 
sebelumnya. Batasan waktu tersebut yaitu untuk wajib pajak orang pribadi memiliki 
batasan waktu selama 7 tahun. Untuk wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, 
persekutuan komoditer, atau firma batasan waktunya selama 4 tahun. 
Untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan batasan waktunya selama 3 
tahun. Setelah batas waktu tersebut, wajib pajak mau tidak mau harus melakukan 
pembukuan dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai rezim umum. 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Menurut Wulandari (2017) meskipun pajak merupakan keputusan wajib, namun 
karena bentuknya merupakan transfer kekayaan dari masyarakat untuk negara, maka 
dalam pemungutannya agar tidak terjadi berbagai hambatan dan perlawanan dari 
masyarakat maka pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat keadilan. 
Berbagai penelitian tentang keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak masih menunjukan hal yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa 
& Kertahadi (2016) menunjukan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang 
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dilakukan oleh Pris (2010) menunjukan hasil yang berbeda, yaitu keadilan perpajakan 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Selain keadilan perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 
UMKM dari faktor internal adalah pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan 
juga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan 
perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, 
sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang pengetahuan pajaknya 
baik maka secara sadar diri akan patuh membayar pajak (Mintje, 2016). 
Penelitian yang dilakukan oleh Fernando & Arisman (2018) menunjukan 
bahwa pengetahuan perpajakan dirasa masih kurang karena sebagian besar 
masyarakat masih belum faham cara perhitungan pajak tersebut. Tetapi penelitian 
yang dilakukan oleh Ginting & Pontoh (2017) menunjukan bahwa pengetahuan 
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tentang 
administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur 
pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam artian lain, administrasi perpajakan 
merupakan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan dikantor pajak maupun 
ditempat wajib pajak (Sinta & Tan, 2010). 
Penelitian yang dilakukan oleh Yusril & Siti (2017) menunjukan bahwa 
administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian ini diperkuat dengan penelitian Sinta & Tan (2010) yang menunjukan 
bahwa administrasi perpajakan juga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
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kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rosy & Husni (2015) 
menunjukan hasil yang berbeda, dimana administrasi perpajakan tidak berpengaruh 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.  
Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
membayarkan pajaknya adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan 
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. 
Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 
melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59). 
Penelitian yang dilakukan oleh Jounica & Jullie (2015) menjelaskan bahwa 
sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Wisnu 
(2017) yang juga menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak. 
Sosialisasi perpajakan juga bisa menjadi salah satu faktor yang dpaat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-
orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh 
kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi 
organisasi yang efektif (Kamarudin et al., 2017). Proses sosialisasi dan penyuluhan 
diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif 
sehingga dapat juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) menunjukan bahwa sosialisasi 
perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh Meiska & Dini (2017) memiliki hasil yang berbeda, 
bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian Endro 
Andayani (2018). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
terletak pada variabelnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya adalah pada pengubahan judul penelitian, perbedaan tempat penelitian 
dimana lokasi peneliian ini adalah UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Surakarta.  
Selain itu penelitian ini dilakukan karena adanya perubahan tarif pajak untuk 
pelaku UMKM, yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Endro Andayani 
(2018) masih menggunakan peraturan dengan tarif yang lama yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 
menggunakan tarif pajak terbaru di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018. 
Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, peneliti akan meneliti 
kembali di KPP Pratama Surakarta dengan judul “Pengaruh Faktor-Faktor 
Pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. 
  
1.2. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan 
permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 
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1. Kontribusi penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta masih dibawah 
10%. 
2. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menghasilkan beberapa 
perbedaan kesimpulan. Sehingga terjadi kesenjangan hasil penelitian. 
 
1.3. Batasan Masalah 
 Terkait dengan luasnya lingkup permasalahan serta keterbatasan dalam 
penelitian, maka peneliti menentukan batasan masalah dalam penelitian. Batasan 
dalam penelitian ini antara lain adalah: 
1. Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
2. Penelitian ini hanya akan dilaksanakan pada wajib pajak UMKM di Pasar 
Klewer Surakarta. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah persepsi keadilan pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM? 
2. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM? 
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3. Apakah manfaat perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM? 
4. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM? 
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM? 
6. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
 Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, tujuan 
tersebut antara lain: 
1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. 
2. Untuk mengetahui pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. 
3. Untuk mengetahui pengaruh manfaat perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. 
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. 
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. 
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6. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. 
1.6. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang ditinjau dari segi 
teoritis dan praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi yang relevan guna penelitian 
selanjutnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan informasi dan pustaka 
bagi pihak yang membutuhkan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
 Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan khususnya 
yang menyangkut tentang pajak para pelaku UMKM serta sebagai upaya 
untuk melatih berfikir secara ilmiah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada. 
b. Bagi Pihak Akademisi 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 
sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk 
penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak 
UMKM. 
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c. Bagi KPP Pratama Surakarta 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai 
tindakan yang dapat diambil oleh KPP Pratama Surakarta untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, serta dalam mengambil 
langkah yang tepat guna meningkatkan sosialisasi tentang kebijakan 
tersebut. 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika 
penulisan penelitian. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang 
berkaitan dengan persepsi keadilan, administrasi, pengetahuan, 
manfaat, sanksi dan sosialisasi pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018 
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, kerangka 
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pemikiran teoritis, dan hipotesis. Tinjauan pustaka ini diambil 
berdasarkan literatur pendukung penelitian ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, waktu dan tempat 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan 
sampel, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, serta 
teknik analisis data. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini diawali dengan penjelasan atau deskripsi dari objek penelitian, 
dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan atas hasil analisis 
data. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini menyajikan secara singkat mengenai apa yang telah diperoleh 
dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam bagian simpulan. 
Dalam bab ini ditutup dengan keterbatasan dan saran yang dapat 
dipertimbangkan terhadap hasil penelitian. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
1. Pengertian Pajak 
 Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan 
ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara  Perpajakan yaitu pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat yang diberikan 
kepada negara baik perseorangan atau suatu badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan pada Undang-Undang, yang mana masyarakat tidak mendapat imbalan 
baik secara langsung ataupun tidak langsung dan dapat dikenakan sanksi kepada 
mereka yang tidak mau membayarnya (Sumarsan, 2017:4). 
 Menurut Soemitro pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena 
adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk 
menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai 
kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk 
penyelenggaraan pemerintahan (Sutedi, 2016: 1). 
 Berdasarkan definisi perpajakan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat 
disimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain: 
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a. Pajak diambil oleh negara baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan 
daerah dan pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang yang telah 
diatur. 
b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya sumber daya dari sektor swasta 
(wajib pajak membayar pajak) kedalam sektor negara (pemungutan pajak). 
c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluaan adanya pembiayaan umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun 
pengembangan. 
d. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan individu oleh pemerintah terhadap 
pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. 
2. Fungsi Pajak 
 Pajak mempunyai peranan yang sangat penting didalam kehidupan bernegara, 
khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 
pendapatan negara yang paling besar untuk membiayai semua pengeluaran negara 
termasuk juga pengeluaran untuk pembangunan (Sumarsan, 2017: 5). Terdapat 2 
fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend 
(pengatur). 
 Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) yang berarti pajak memberikan 
sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan 
pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber 
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran 
pembangunan (Halim, 2017: 4). 
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 Sedangkan pajak mempunyai fungsi regulerend (pengartur) yaitu pajak 
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 
sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan 
(Resmi, 2016: 3).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
 Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak terutama dari 
sektor UMKM adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 
wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut dirubah 
kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai diberlakukan per 
tanggal 1 Juli 2018. 
 Dalam Pasal 2 ayat (1)  di nyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki 
peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan bersifat final. Sedangkan dalam 
Pasal 2 ayat (3) yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak 
penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa 
sehubungan dengan pekerjaan bebas; 
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri yang pajaknya terutang 
atau telah dibayar diluar negeri; 
c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan 
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d. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) meliputi: 
1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, 
dan aktuaris; 
2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 
peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; 
3) Olahragawan; 
4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 
5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
6) Agen iklan; 
7) Pengawas atau pengelola proyek; 
8) Perantara 
9) Petugas penjaja barang dagangan; 
10) Agen asuransi; 
11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjual langsung dan 
kegiatan sejenis lainnya. 
 Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki 
peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Sedangkan 
dalam pasal 3 ayat (1) wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu 
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sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah wajib pajak yang memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a. Wajib pajak orang pribadi; dan 
b. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komoditer, firma, atau 
perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan 
peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu (1) tahun 
pajak. 
 Dalam hal ini, wajib pajak yang melaksanakan kewajiban tersebut terdapat 
beberapa pengecualian yang tertera dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa 
yang tidak termasuk wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
ayat (1) dalam hal: 
a. Wajib pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 
17 ayat (1) huruf a, Pasl 17 ayat (2), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. 
b. Wajib pajak badan yang berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang 
dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian 
khusus menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); 
c. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan: 
1) Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau 
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2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan 
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun 
berjalan beserta perubahan penggantiannya, dan 
d. Wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). 
 
2.1.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ 
atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang. 
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha 
perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-
undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 
kriteria usaha kecil (Mustofa & Kertahadi, 2016). 
Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 
dengan jumlah penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
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2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak 
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk 
atau patuh kepada peraturan atau pada ajaran. Aturan yang dimaksud di dalam 
perpajakan adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan perpajakan itu bisa 
diartikan sebagai situasi dimana wajib pajak patuh atau taat dalam melaksanakan 
membayar pajaknya atau tidak dengan sengaja melanggar dari peraturan perpajakan 
yang sudah berlaku (Lianty & Kurnia, 2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa patuhnya wajib 
pajak adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 
b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan 
pajak yang telah mendapat izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak 
dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 
c. Laporan keuangan audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan 
keuangan pemerintah dengan pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan 
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
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2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 
  Menurut Andayani (2018) kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 indikator,  
yaitu:  
a. Tepat Waktu dalam Pelaporan SPT 
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 
menjelaskan bahwa yang dimaksud tepat waktu yaitu wajib pajak menyampaikan 
surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sebelum batas akhir dan mengisinya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
b. Tepat Waktu dalam Pembayaran serta Mengisi Formulir Pajak dengan 
Lengkap dan Jelas 
 Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 setiap wajib 
pajak wajib mengisi surat pemeberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam 
Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab satuan mata uang 
rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorak Jendral 
Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang 
ditetapkan oleh DJP (Avianto & Rahayu, 2016). 
c. Menghitung Jumlah Pajak yang Terutang dengan Jelas 
 Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan jelas adalah setiap wajib 
pajak wajib membayarkan kekurangan pajaknya sebelum dilakukannya 
pemeriksaan dan menghitung kekurangan pajaknya dengan benar dan jelas 
(Avianto & Rahayu, 2016). 
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d. Tidak Pernah Tunggakan Pajak. 
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undnag No. 28 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan tidak pernah tunggakan pajak adalah wajib pajak yang 
tidak memiliki daftar tunggakan pajak untuk jenis pajak kecuali telah memperoleh 
izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan tidak termasuk 
tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 masa pajak 
terakhir. 
 
2.1.4. Persepsi Keadilan Perpajakan 
1. Pengertian Perpsepsi Keadilan Perpajakan 
Persepsi merupakan suatu proses dari individu dalam memilih, mengelola dan 
menginterprestasikan  suatu rangsangan yang diterimanya ke dalam suatu penilaian 
yang terkait apa yang ada disekitarnya. Melalui persepsi ini setiap individu bisa 
melakukan penilaian terkait kondisi yang ada disekitarnya kemudian tergerak 
melakukan sesuatu yang sesuai dengan persepsi yang terbentuk sebelumnya (Sariati 
& Khusni, 2017). 
Meskipun pajak merupakan pungutan wajib, namun karena bentuknya 
merupakan transfer kekayaan dari masyarakat kepada negara, maka dalam 
pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan dan perlawanan dari 
pihak yang dipungut, maka salah satu syarat pemungutan pajak haruslah memenuhi 
syarat keadilan. Keadilan disini meliputi keadilan dalam perundang-undangan 
maupun keadilan dalam pelaksanaan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya 
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mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan 
dari masing-masing wajib pajak. Adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan mengatur 
hak dan kewajiban wajib pajak (Wulandari, 2017). 
Jadi dapat dikatakan persepsi keadilan pajak merupakan sifat atau perbuatan  
wajib pajak yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem 
perpajakan yang sudah berlaku. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem 
perpajakan yang berlaku, sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik 
dinegara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan 
pajak dan perilaku penghindaran pajak (tax evasion). Masyarakat akan cenderung 
tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku 
tidak adil (Wulandari, 2017). 
2. Indikator Persepsi Keadilan Perpajakan 
Menurut Andayani (2018) persepsi keadilan perpajakan memiliki 4 indikator, 
yaitu: 
a. Keadilan Umum 
Keadilan umum berhubungan dengan persepsi dan perasaan seseorang, 
apakah mereka merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan 
sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dan tidak 
menyimpang. Apabila keadilan umum dalam perpajakan sudah menunjukan hasil 
yang positif atau mendapat respon yang baik dari masyarakat, maka perilaku 
kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat (Wulandari, 2017). 
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b. Timbal Balik Pemerintah 
Timbal balik pemerintah berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum dan 
juga tatanan birokrasi yang baik yang dicapai pemerintah terhadap implikasi atas 
sejumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Ketersediaan fasilitas umum 
yang layak dan memadai juga tatanan birokrasi yang baik dapat mempengaruhi 
perilaku kepatuhan pajak seseorang.  
Apabila timbal balik pemerintah mendapatkan respon positif dari masyarakat 
secara umum, seperti penyediaan fasilitas publik yang sudah memadai dan tatanan 
birokrasi yang baik, maka hal ini akan mendorong wajib pajak untuk membayar 
beban pajak mereka (Wulandari, 2017). 
c. Kepentingan Pribadi 
Kepentingan pribadi yang dimaksudkan adalah perilaku masyarakat ini timbul 
karena adanya perilaku bahwa wajib pajak berusaha mentaati semua peraturan 
yang tertuang pada hukum perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan mentaati 
hukum perpajakan yang berlaku, maka ada kepentingan pribadi untuk bisa 
terhindar dari sanksi (Ferdiyanto, 2012). 
d. Struktur Tarif Pajak yang Dipilih 
Struktur tarif pajak yang dimaksudkan adalah tarif pajak penghasilan wajib 
pajak badan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 2 
(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang sudah diubah kedalam Undang-
Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam 
rangka mendorong berkembangnya usaha-usaha kecil, maka perlu adanya 
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pembedaan tariff pajak bagi wajib pajak badan usaha mikro, kecil, dan menengah 
(Wulandari, 2017). 
Tarif pajak tersebut adalah tarif pajak Pasal 31E UU PPh yaitu khusus untuk 
wajib pajak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif 
Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari 
peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.  
 
2.1.5. Administrasi Perpajakan 
1. Pengertian Administrasi Perpajakan 
Administrasi perpajakan merupakan kegiatan penatausahaan dan pelayanan 
yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi demi melaksanakan 
kewajiban serta hak di bidang perpajakan. Kegiatan administrasi perpajakan tidak 
hanya dilakukan oleh pegawai yang khusus mengelola pajak (misalnya oleh Tax 
Manager, Tax Supervisior, Tax Staff dan lain sebagainya) saja, melainkan juga oleh 
seluruh orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas serta fungsinya 
sepanjang ada kaitannya dengan pajak (Pandiangan, 2014: 43). 
Dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara 
Penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam bentuk elektronik, wajib pajak wajib 
menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT). Saat dimulainya penyampaian 
e-SPT diatur dengan ketentuan sebagai berikut (Rosy & Husni, 2015): 
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a. Bagi wajib pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan 
keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku sebelum peraturan 
Direktorat Jenderal Pajak ini ditetapkan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009. 
b. Bagi wajib pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan keputusan 
Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku setelah berlakunya Peraturan 
Direktorat Jenderal Pajak ini, terhitung sejak awal bulan keenam setelah bulan 
wajib pajak ditetapkan. 
2. Indikator Administrasi Perpajakan 
Menurut Andayani (2018) administrasi perpajakan memiliki 3 indikator, 
yaitu: 
a. Sederhana dan Mudah Dimengerti 
Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu 
negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan 
dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi 
perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu 
negara tersebut (Andayani, 2018).  
b. Efektifitas Pengawasan 
Efektifitas pengawasan yang dimaksud yaitu adanya perubahan implementasi 
pelayanan kepada wajib pajak yang lebih mengedepankan aspek pelayanan 
kepada wajib pajak dengan adanya  help desk atau Account Representative (AR) 
serta adanya unit khusus yang menangani keluhan  (complain center) yang 
sebelumnya tidak ada (Surjono, 2016). 
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c. Sistem Teknologi Informasi 
Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan 
membentuk KPP modern. Apabila dilihat secara objektif, sistem administrasi 
pada KPP modern jelas lebih baik dari KPP konvensional. Selain itu, diterapkan 
juga teknologi tinggi yang merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi 
administrasi perpajakan, diantaranya e-councelling, e-payment, e-SPT dab yang 
terbaru layanan e-filling (Surjono, 2016). 
  
2.1.6. Manfaat Perpajakan 
1. Pengertian Manfaat Perpajakan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat adalah guna atau faedah. 
Dalam perpajakan manfaat perpajakan yang dapat dirasakan wajib pajak adalah guna 
atau faedah yang diterima atau dirasakan wajib pajak atas pembayaran pajaknya 
(Pingkan & Jullie, 2015). 
Melalui pajak yang dibayarkan masyarakat, tersedia anggaran di APBN yang 
dapat digunai untuk mendanai atau membiayai berbagai fasilitas umum seperti 
gedung sekolah, rumah sakit atau puskesmas, jalan raya, jembatan, gaji pegawai 
negeri dan masih banyak lainnya. Demikian juga dalam menangani dan 
menanggulangi korban bencana alam yang dalam beberapa tahun terakhir seolah-
olah datang beruntun dan silih berganti dihampir seluruh pelosok tanah air 
(Pandiangan, 2008: 70-71). 
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Dengan demikian tanpa disadari, sebenarnya kita telah mendapat banyak 
manfaat secara langsung dari pajak yang kita bayarkan. Bahkan masyarakat yang 
tidak atau belum membayar pajak sama sekali menikmati beberapa fasilitas yang 
dibiayai oleh pajak (Pandiangan, 2008: 71). 
2. Indikator Manfaat Perpajakan 
Menurut Andayani (2018) manfaat perpajakan memiliki 3 indikator, yaitu: 
a. Memudahkan Tertib Administrasi 
Salah satu syarat untuk dapat berhasil meningkatkan penerimaan pajak 
adalah tertib administrasi, karena tertib administrasi merupakan  landasan 
dan titik tolak untuk tertib lainnya. Apabila wajib pajak memperoleh 
kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga 
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan 
tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan 
tranparan dapat dicapai (Surjono, 2016). 
b. Transparansi 
 Wajib pajak menuntut adanya keterbukaan atau transparansi dalam 
kejelasan alokasi dari penerimaan pajak yang harus dilaksanakan oleh dirjen 
pajak dan pemerintah. Semua itu dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus 
korupsi dan penggelapan pajak membuat ketidakpercayaan masyarakat 
terhadap dirjen pajak dan pemerintah (Pakpahan, 2015). 
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c. Peningkatan Kontribusi 
 Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak diharapkan dapat membantu 
pemerintah dalam membangun infrasturktur negara, dan dengan pajak yang 
dibayarkan oleh wajib pajak juga dapat menambah pendapatan negara 
karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar 
(Andayani, 2018). 
 
2.1.7. Pengetahuan Perpajakan 
1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan 
Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala 
perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud 
barang-barang baik melalui akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia 
berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Adapun 
pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam 
mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-
undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi 
kehidupan mereka (Nurulita, 2017). 
Pengetahuan perpajakan penting bagi wajib pajak karena dapat menumbuhkan 
perilaku patuh. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan akan 
membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, sehingga tingkat 
kepatuhan akan meningkat . seorang wajib pajak yang berpengetahuan tentang 
pajak, secara sadar diri akan patuh membayarkan pajaknya (Nurulita, 2017). 
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2. Indikator Pengetahuan Perpajakan 
Menurut Fermatasari (2012) pengetahuan perpajakan memiliki 3 indikator 
yaitu: 
a. Pengetahuan Mengenai Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan 
Pengetahuan mengenai batas waktu pelaporan dan pembayaran yang 
dimaksud adalah wajib pajak mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu 
pelaporan SPT dan mengetahui tentang kewajiban perpajakan yang berlaku 
(Fermatasari, 2012). 
b. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2007 yang diberlakukannya bagi undang-undnag pajak 
material. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme 
aparatur perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. 
c. Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan 
Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah self 
assessment system, dalam sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan 
untuk melaksanakan sendiri kewajiban pajaknya. Mulai dari menghitung sendiri 
penghasilannya, menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak 
yang terutang, dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya (Setiyaji 
& Amir, 2005). 
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2.1.8. Sanksi Perpajakan 
1. Pengertian Sanksi Perpajakan 
 Menurut Sutedi (2016: 221) dalam rangka baik masyarakat wajib pajak 
maupun aparatur perpajakan mematuhi peraturan perpajakan serta kewajiban-
kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan sebagaimana 
didefinisikan, maka dituangkan ketentuan sanksi perpajakan, termasuk yang berkaitan 
dengan sanksi bagi wajib pajak (PKP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). 
 Sanksi-sanksi di dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang 
meliputi sanksi berupa denda, bunga, kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang 
meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran, dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan. 
 Sanksi administrasi berupa denda tergolong sanksi yang masih dapat dipenuhi 
pelaksanaannya karena hanya mengenakan sanksi sejumlah uang kepada wajib pajak 
yang tidak patuh dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Sedangkan sanksi 
administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi administrasi dengan memberikan 
sejumlah kenaikan pada besaran pajak yang harus dibayar. Jika dihitung secara 
nominal sanksi kenaikan merupakan sanksi administrasi yang paling berat 
dibandingkan dengan sanksi denda (Wirawan, 2013: 70). 
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2. Indikator Sanksi Perpajakan 
Menurut Arinta (2012) sanksi perpajakan memiliki 3 indikator, yaitu: 
a. Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi 
Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma 
perpajakan benar-benar dipenuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya 
tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur 
ketidaksengajaan atau karena adanya tindak pidana yang mengandung unsur 
kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan (Savitri, 
2017). 
Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara 
yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang 
terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran 
administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana 
perpajakan. 
b. Pengenaan Sanksi Tanpa Adanya Toleransi 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan akan dituruti atau dipatuhi. Wajib pajak akan memenuhi 
kewajiban perpajakan apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan 
lebih banyak merugikannya (Ariesta & Latifah, 2017). 
c. Pengenaan Sanksi Tidak dapat Dinegosiasikan 
Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak 
yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan  perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu sanksi yang  
dikenakan kepada wajib pajak juga tidak dapat dinegoisasikan, sehingga dapat 
menimbulkan efek jera bagi wajib pajak untuk tidak mengulangi atau dengan 
sengaja melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Pujiwidodo, 
2016). 
 
2.1.9. Sosialisasi Perpajakan 
1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan 
Sosialisasi merupakan suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh 
seseorang atau organisasi tertentu untuk memberitahukan suatu informasiuntuk 
diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu 
upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan 
pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan perpajakan  dan perundang-undangan perpajakan (Rizki, 
2015). 
Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dapat dilakukan dengan berbagai macam 
cara, yaitu (Oktaviano, 2013): 
a. Publikasi (Publication) 
Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi 
baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual 
seperti radio ataupun televisi. 
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b. Kegiatan (Event) 
Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas 
tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran 
masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu. 
Misalnya: kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya. 
c. Pemberitahuan (News) 
Pemberitahuan yang dimaksud mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi 
bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang 
efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bemtuk berita kepada masyarakat, 
sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak. 
d. Keterlibatan Komunitas (Community Involvement) 
Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan 
institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih 
menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh 
sebelum institusi pajak dibuka. 
e. Pencantuman Identitas (Identity) 
Hal ini berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai 
media yang ditujukan sebagai sarana promosi. 
f. Pendekatan Pribadi (Lobbiying) 
Lobbiying yang dimaksud disini adalah pendekatan pribadi yang dilakukan 
secara informal untuk mencapai tujuan tertentu. 
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2. Indikator Sosialisasi Perpajakan 
Menurut Meiska dan Dini (2017) sosialisasi perpajakan memiliki 2 indikator, 
yaitu: 
a. Penyuluhan Langsung, 
Penyuluhan langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan 
berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk 
penyuluhan langsung yang pernah diadakan antara lain early tax education, 
tax goes to school atau tax goes to campus, klinik pajak, seminar, workshop, 
perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan 
artikel (Widowati, 2015). 
b. Penyuluhan Tidak Langsung. 
Penyuluhan tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada 
masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. 
Bentuk bentuk penyuluhantidak langsung dapat dibedakan berdasarkan 
medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow 
radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, 
brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik 
pajak (Widowati, 2015). 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang 
mendukung penelitian ini, yaitu: 
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Tabel 2.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
Variabel Peneliti, Metode, 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Variabel 
dependen: 
Kepatuhan 
wajib pajak 
 
Variabel 
independen: 
 Pengetahuan 
perpajakan 
 Ketegasan 
sanksi 
 Keadilan  
Susmiatun & 
kusmuriyanto 
(2014), Metode 
yang digunakan 
dalam penelitian 
ini adalah analisis 
regresi linier 
berganda dengan 
sampel berjumlah 
59 wajib pajak 
UMKM di Kota 
Semarang 
Pengetahuan 
perpajakan 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib 
pajak, sedangkan 
ketegasan sanksi dan 
keadilan perpajakan 
tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. 
Pemerintah 
sebaiknya lebih 
mengoptimalkan 
pengetahuan 
perpajakan bagi 
wajib pajak UMKM 
terrutama berkaitan 
dengan cara 
mendaftarkan diri 
untuk memperoleh 
NPWP, cara 
menghitung, dan 
melaporkan SPT 
melalui sosialisasi. 
Variabel 
dependen: 
Kepatuhan 
wajib pajak 
orang pribadi 
Variabel 
independen: 
 Sosialisasi 
perpajakan 
 Pengetahuan 
perpajakan 
 Persepsi WP 
tentang 
sanksi pajak 
 Implementasi 
PP 46 tahun 
2013 
Hana & Zulaikha 
(2015), Metode 
yang digunakan 
pada penelitian ini 
adalah analisis 
regresi berganda, 
dengan jumlah 
sampel sebanyak 
100 wajib pajak 
yang terdaftar di 
KP2KP 
Banjarnegara 
Sosialisasi 
perpajakan, 
pengetahuan 
perpajakan, dan 
persepsi PP 46 tahun 
2013 berpengaruh 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang 
pribadi, sedangkan 
persepsi wajib pajak 
tentang sanksi 
perpajakan tidak 
berpengaruh terhdap 
kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. 
Apparat diharapkan 
dapat lebih tegas 
terhadap sanksi 
perpajakan agar 
dapat menimbulkan 
efek jera. Wajib 
pajak diharapkan 
selalu aktif untuk 
belajar pajak dan 
menambah 
pengetahuan 
perpajakan demi 
terwujudnya 
pelaksanaan self 
assessment system 
yang lebih baik. 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.1 
Variabel Peneliti, Metode, 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Variabel 
dependen: 
Kepatuhan 
wajib pajak 
orang pribadi 
 
Variabel 
indepanden:  
 Peran 
motivasi 
 Pengetahuan 
perpajakan 
Angela & 
Harijanto (2017), 
Metode pada 
penelitian ini 
menggunakan 
nalisis regresi 
berganda, dengan 
jumlah sampel 
sebesar 45 WPOP 
pada kecamatan 
Mayalayang 
Peran motivasi tidak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi dan 
pengetahuan 
perpajakan 
berpengaruh signifikan 
terhadapkepatuhan 
wajib pajak orang 
pribadi. 
Sosialisasi sangat 
diperlukan oleh KPP 
agar wajib pajak 
mengetahui lebih 
dalam mengenai 
pajak sehingga dapat 
memotivsi diri wajib 
pajak. 
Variabel 
dependen: 
Kewajiban 
perpajakan 
 
Variabel 
independen: 
 Persepsi 
keadilan 
pajak dalam 
PP 46 tahun 
2013 
Soliyah (2017), 
Metode pada 
penelitian ini 
menggunakan 
analisis regresi 
berganda dengan 
jumlah sampel 
wajib pajak 
UMKM yang 
memenuhi 
kriteria. 
Keadilan umum dan 
struktur tariff pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak, 
sedangkan timbal balik 
pemerintah dan 
ketentuan-ketntuan 
khusus tidak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
- 
Variabel 
dependen: 
Kepatuhan 
wajib pajak 
 
Variabel 
independen: 
 Sistem 
administrasi 
modern 
Hadi Masyur 
(2015), penelitian 
ini menggunakan 
metode analisis 
regresi berganda, 
dengan jumlah 
sampel sebesar 
150 responden 
yang tersebar di 5 
KPP yang ada di 
kota Bandung. 
Sistem administrasi 
perpajakan modern 
mempunyai pengaruh 
yang signifikan 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
- 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.1 
Variabel Peneliti, Metode, 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Variabel 
dependen: 
Kepatuhan 
wajib pajak 
 
Variabel 
independen: 
 Keadilan 
pajak 
Ferdiyanto 
(2012), Metode 
pada penelitian 
ini menggunakan 
analisis regresi 
berganda, dengan 
jumlah sampel 
sebesar 100 wajib 
pajak orang 
pribadi. 
Tingkat keadilan secara 
umum, timbal balik 
yang diterima 
pemerintah dan struktur 
wajib pajak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. 
Guna meningkatkan 
kepatuhan wajib 
pajak, maka perlu 
adanya keadilan 
pajak dan untuk 
mengimplementasik
annya perlu 
dilakukan sosialisasi 
tentang peraturan 
perpajakan terhadap 
wajib pajak. 
Variabel 
dependen: 
Kepatuhan 
pelaporan SPT 
tahunan wajib 
pajak 
 
Variabel 
independen:  
 Sosialisasi 
perpajakan 
 Sanksi 
perpajakan 
Jounica 
&Jullie(2015), 
Metode penelitian 
ini menggunakan 
analisis regresi 
linier berganda, 
dengan jumlah 
sampel sebesar 60 
wajib pajak 
badan. 
Sosialisasi perpajakan 
tidak berpengaruh 
terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak 
badan, sedangkan 
sanksi perpajakan 
berpengaruh terhadap 
tingkat kepatuhan 
wajib pajak badan. 
KPP diharapkan 
dapat lebih aktif 
memberikan 
informasi kepada 
wajib pajak untuk 
mengikuti 
sosialisasi, serta 
dapat melaksanakan 
penegakan sanksi 
pajak sesuai dengan 
aturan perpajakan 
yang berlaku. 
Variabel 
dependen: 
Kepatuhan 
wajib pajak 
 
Variabel 
independen: 
 Pengetahuan 
pajak 
 Sanksi pajak 
Dewi (2013), 
metode penelitian 
ini menggunakan 
analisis SEM-
PLS dengan 
jumlah sampel 
wajib pajak. 
Pengetahuan 
perpajakan dan sanksi 
perpajakan serta 
sosialisasi perpajakan 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Perlu 
ditingkatkannya 
sosialisasi mengenai 
pajak terhadap 
masyarakat yang 
awam tentang pajak 
dan perlu adanya 
penyuluhan terlebih 
dahulu kepada wajib 
pajak mengenai 
sanksi administrasi 
pajak, dan lebih 
ditingkatkan kembali 
sanksi yang ada. 
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2.3. Kerangka Berfikir 
 Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji pengaruh faktor-faktor 
pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Gambar 2.1 
Skema Kerangka Berfikir 
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2.4. Hipotesis 
 Hipotesis merupakan sebuah pertanyaan sementara atau dugaan yang paling 
memungkinkan dan masih harus dicari kebenarannya. Hubungan variabel dalam 
penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut: 
2.4.1. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku 
disuatu negara mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. 
Mustofa & Kertahadi (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi aspek-aspek keadilan 
dalam hal perpajakan, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak 
UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak UMKM yang merasa 
adanya keadilan di dalam peraturan perpajakan, akan mempengaruhi tingkat kepatuhan 
wajib pajak UMKM yang membayarkan pajaknya. Hal ini didukung oleh peneliian 
yang dilakukan oleh Ferdiyanto (2012), Mustofa, Kertahadi & Maulinarhadi (2016) 
yang menyatakan bahwa keadilan dan timbal balik yang diterima pemerintah 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil hipotesis yaitu: 
H1 : Persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
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2.4.2. Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
  Administrasi merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang 
digerakan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan 
material melalui koordinasi dan kerjasama. Definisi tersebut menunjukan beberapa 
batasan istilah administrasi bukan hanya sebatas kegiatan ketatausahaan yang berkaitan 
dengan pekerjaan mengatur berkas (Andayani, 2018). 
  Masyur (2013) menyatakan bahwa administrasi pajak yang baik akan 
mempermudah wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Semakin lengkap intruksi yang termuat dalam formulir dan kemudahan dalam 
mengakses E-felling dan E-SPT, maka wajib pajak akan menimbulkan kemauan 
membayar yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. 
  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila pemerintah melakukan 
pembaruan atau membuat kemudahan dalam sistem administrasi perpajakan yang 
dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka dapat 
meningktkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya.  
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yusril (2015), Masyur 
(2013) yang menyatakan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh posoti terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin mudah sistem administrasi perpajakan 
maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. 
  Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis yaitu: 
H2 : Administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
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2.4.3. Pengaruh Manfaat Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manfaat adalah guna atau faedah. 
Bisa dikatakan manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang 
diterima atau dirasakan wajib pajak atas pembayaran pajaknya (Pingkan & Jullie, 
2015). 
  Penelitian mengenai manfaat perpajakan telah dilakukan oleh Pingkan & 
Jullie (2015) yang menunjukan bahwa manfaat perpajakan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak 
UMKM yang merasakan akan adanya manfaat yang diterimanya dalam membayarkan 
pajaknya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam 
membayarkan pajaknya. 
  Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis yaitu: 
H3 : Manfaat perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 
2.4.4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang digunakan wajib pajak sebagai 
dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh strategi yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Pengetahuan mengenai 
ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia yaitu 
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subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang, dan pengisian 
pelaporan pajak (Fernando, 2018). 
Vita (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak sangat penting untuk 
dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di 
Indonesia yaitu Self assessment System yang mewajibkan wajib pajak mengetahui 
segala alur pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari tahp menghitung, 
memperhitungkan sampai dengan melaporkan kewajiban perpajakannya. 
  Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak 
UMKM mengenai peraturan pajaknya, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya. Hal ini didukung dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Yusuf & Ismail (2017), Vita (2017) yang menunjukan bahwa 
pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat penetahuan perpajakan maka semakin 
tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya.  
  Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis yaitu: 
H4 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 
                pajak UMKM. 
 
2.4.5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah (Preventif) agar wajib pajak tidak melanggar 
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norma perpajakan. Kemauan seseorang dalam membayar pajak akan meningkat apabila 
wajib pajak memandang sanksi denda dan pelaksanaannya akan merugikan karena 
semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayarkan maka semakin berat bagi 
wajib pajak untuk membayar pajaknya (Wisnu, 2014). 
Dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi secara tegas akan semakin 
merugikan wajib pajak UMKM sehingga  wajib pajak UMKM akan memilih untuk 
patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Jounica & Jullie (2015) yang menunjukan bahwa sanksi 
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Semakin wajib pajak merasa takut akan adanya sanksi perpajakan, maka semakin 
tinggi tingkat kepauhan wajib pajak UMKM. 
  Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis yaitu: 
H5 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 
2.4.6. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan 
benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya 
membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
seseorang (Dewi, 2018). 
Meiska (2017) menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak 
menjelaskan,masih belum maksimalnya penerimaan pajak oleh pemerintah bukan 
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semata-mata kesalahan masyarakat, akan tetapi pengetahuan pajak yang masih minim 
disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Dapat 
disimpulkan bahwa semakin sering Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan 
sosialisasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak UMKM, maka itu akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.  
Hal ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2014) yang 
menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila wajib pajak mendapatkan sosialisasi dari 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan 
membayarkan pajaknya juga akan meningkat. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil dipotesis sebagai berikut: 
H6 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
 Waktu penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu mulai 
dari penyusunan usulan penelitian sampai dengan terlaksananya laporan penelitian di 
mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan selesai. 
 Tempat penelitian ini dilakukan di Pasar Klewer Surakarta, yang terletak di 
Jalan DR. Radjiman No. 5A, Gajahan, Kec. Pas. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa 
Tengah 57155. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan data yang berbentuk angka. 
Metode penelitian kuantitatif adalah metode positivisik karena berlandaskan pada 
filsafat positivism, metode ini juga sebagai metode ilmiah (scientific) karena telah 
memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, objektif, terukur, rasional, dan 
sistematis (Sugiyono, 2015: 7). 
 Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis yang bertujuan untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh antara persepsi keadilan, administrasi, manfaat, 
pengetahuam, sanksi, dan sosialisasi pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018 terhdap 
kepatuhan wajib pajak UMKM. 
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3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengumpulan Sampel 
3.3.1. Populasi 
 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 
memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015: 80). Sedangkan menurut Bungin, 
(2009: 101) populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa 
manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan 
lain sebagainya, sehingga objek-objek dapat menjadi sumber data penelitian. 
 Populasi pada penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) yang terdaftar menjadi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Surakarta. 
 
3.3.2. Sampel  
 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 
yang ada dalam populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka 
peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dati populasi itu (Sugiyono, 2015: 
81). 
 
3.3.3. Teknik Pengumpulan Sampel 
Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk sampel yang 
digunakan, peneliti menggunakan purposive sampling. Purposive sampling 
merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbanan tertentu (SUgiyono, 
48 
 
 
2015: 85). Adapun kriteria atau pertimbangan penentuan sampel dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Wajib pajak UMKM yang tergolong dalam usaha mikro. Dalam hal ini wajib 
pajak UMKM pasar Klewer yang dipilih, karena Pasar Klewer dikenal sebagai 
pusat perdagangan batik terbesar di Kota Surakara dan pasar yang menjual 
batik terbesar kedua di Jawa Tengah. 
 Jumlah populasi pada penelitian ini telah siketahui besarnya, maka rumus 
yang diberlakukan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut: 
s = 
 
       
 
Keterangan: 
s : Jumlah sampel yang dicari 
N : Jumlah populasi 
e : Tingkat kesalahan (ditentukan dalam penelitian ini sebesar 10%) 
Dengan menggunakan rumus diatas maka hasil perhitungan jumlah sampel 
yaitu:
2
 
s =
     
              
 
       s =
     
      
 
      s = 99.143 
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 Dari hasil data diatas, maka jumlah responden dibulatkan menjadi 100 
responden yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdaftar wajib 
pajak di KPP Pratama Surakarta. 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian 
atau objek penelitian (Bungin, 2009: 122). Data primer dalam penelitian ini diperoleh 
melalui kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden terkait kepatuhan wajib 
pajak UMKM di Pasar Klewer Surakarta. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang diambil dalam pengumpulan data yaitu kesioner. Kuesioner atau 
angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan 
seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. 
Teknik kuesioner merupakan teknik yang efisien apabila peneliti tahu pasti variabel 
yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2015: 
142). 
 
3.6. Variabel Penelitian 
 Berdasarkan permasalahan, variabel yang diangkat dan dianalisa dalam 
penelitian ini meliputi variabel bebas (Independen) dan variabel terikat (dependen), 
penjelasan variabel tersebut yaitu: 
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3.6.1. Variabel Dependen (Y) 
 Variabel dependen atau variabel terikat yang merupakan variabel yang 
menjadi perhatian utama peneliti. Dapat dikatakan bahwa variabel dependen adalah 
variabel yang dipengaruhi (Sekaran & Bougie, 2017: 77). Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 
3.6.2. Variabel Independen (X) 
Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 
menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya atau variabel yang menjadi sebab 
terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen atau variabel terikat (Sekaran & 
Bougie, 2017: 79). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah 
persepsi keadilan pajak, administrasi perpajakan, manfaat perpajakan, pengetahuan 
perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. 
 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
 Definisi operasional variabel adalah faktor-faktor yang digunakan dalam 
indikator. Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel di dalam 
penelitian ini, masing-masing variabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 
No Variabel Definisi Indikator Skala 
1 Persepsi 
Keadilan 
Pajak(X1) 
Persepsi masyarakat 
mengenai keadilan 
system perpajakan 
yang berlaku 
disuatu negara 
mempengaruhi 
pelaksanaan 
perpajakan yang 
baik di negara 
tersebut (Andayani, 
2018) 
1. Keadilan Umum 
2. Timbal balik 
pemerintah 
3. Kepentingan pribadi 
4. Struktur tarif pajak 
yang dipilih 
(Andayani, 2018) 
Likert 
2 Administrasi 
Perpajakan (X2) 
Proses dinamis 
berkelanjutan untuk 
tujuan dengan cara 
menggerakan orang 
atau materiil 
(Andayani, 2018). 
1. Sederhana dan mudah 
dimengerti 
2. Efektifitas 
pengawasan 
3. Sistem teknologi 
informasi 
(Andayani, 2018) 
Likert 
3 Manfaat 
Perpajakan (X3) 
Guna atau faedah 
yang diterima wajib 
pajak dalam 
membayarkan 
kewajiban pajaknya 
(Andayani, 2018). 
1. Memudahkan tertib 
administrasi 
2. Transparansi 
3. Peningkatan 
kontribusi 
(Andayani, 2018) 
Likert 
4 Pengetahuan 
Perpajakan (X4) 
Informasi yang 
diketahui atau 
disadari oleh 
seseorang sesuai 
dengan aturan yang 
telah diterapkan 
(Fermatasari, 2012). 
1. Pengetahuan 
mengenai batas waktu 
pembayaran dan 
pelaporan 
2. Pengetahuan 
mengenai ketentuan 
umum dan tata cara 
perpajakan 
1. Pengetahuan 
mengetahui sistem 
perpajakan 
3. (Fermatasari, 2012) 
Likert 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan tabel 3.1 
No Variabel Definisi Indikator Skala 
5 Sanksi 
Perpajakan 
(X5) 
Jaminan bahwa 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
perpajakan akan 
dituruti/ditaati atau 
dipatuhi. 
(Wiraprapti & Jati, 
2014) 
1. Sanksi berupa 
pemotongan tariff 
perpajakan yang 
lebih tinggi 
2. Sanksi pidana 
penjara  
3. Sanksi administrasi 
(Wiraprapti & Jati, 
2014) 
Likert 
6 Sosialisasi 
Perpajakan 
(X6) 
Suatu upaya dan 
proses memberikan 
informasi perpajakan 
untuk menghasilkan 
perubahan 
pengetahuan, agar 
tergolong faham dan 
berkontribusi dalam 
melaksanakan 
kewajiban perpajakan 
(Meiska, 2017). 
1. Penyuluhan 
langsung 
2. Penyuluhan tidak 
langsung 
Likert 
7 Kepatuhan 
Wajib Pajak 
(Y) 
Tingkat kesadaran 
seseorang dalam 
membayarkan 
kewajiban 
perpajakannya 
(Andayani, 2018). 
1. Tepat waktu 
pelapoan SPT 
2. Tepat waktu dalam 
pembayaran, 
mengisi formulir 
pajak dengan 
lengkap 
3. Menghitung jumlah 
pajak yang terutang 
dengan benar 
4. Tidak pernah 
tunggakan pajak 
(Andayani, 2018) 
Likert 
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3.8. Instrumen Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
persepsi seseorang atau sekelompok orang. Skala likert adalah skala yang dapat 
digunakan mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang penelitian 
(Sugiyono, 2010: 132). Dengan skala likert maka indikator tersebut dapat dijabarkan 
menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak 
menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 
 Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai 
gradasi (susunan) dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, yang dapat berupa: 
 Sangat Setuju (SS)  = 5 
 Setuju (S)   = 4 
 Kurang Setuju (KS)  = 3 
 Tidak Setuju (TS)  = 2 
 Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 
 Instrument pada penelitian ini akan diuji terlebih dahulu dengan 
menggunakan uji instrument, sebagai berikut: 
 
3.8.1. Uji Validitas 
 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner 
mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dapat 
dikatakan bahwa uji validitas ingin mengukur apakah pernyataan dalam kuesioner 
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yang sudah kita buat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak kita ukur 
(Ghozali, 2016: 52). 
 Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai 
dari t table untuk degree of freedom (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel. Jika r 
hitung > t table dan nilainya positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut 
dinyatakan valid (Ghozali, 2016: 53). 
 
3.8.2. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Pengukuran reliabilitas suatu kuesioner yaitu dengan uji statistic Cronbach Alpha (α). 
Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai α > 0,70 (Ghozali, 2016: 48). 
 
3.9. Teknik Analisis Data 
3.9.1. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum melakukan analisis regresi berganda perlu dilakukan uji asumsi 
klasik, hal ini bertujuan agar peneliti mengetahui apakah variabel-variabel tersebut 
menyimpang dari asumsi-asumsi klasik. Asumsi klasik yang digunakan yaitu uji 
normalitas data, heterokedastisitas, multikoneliaritas. 
1. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu dan residual memiliki distribusi normal atau tidak normal. Model regresi 
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dapat dikatakan baik apabila memiliki kontribusi normal. Jika dilihat menggunakan 
p-plot data dikatakan berdistribusi normal apabila gambar berdistribusi dengan titik-
titik data yang menyebar pada garis diagonal serta penyebaran titik-titik searah 
dengan garis diagonal (Ghozali, 2016: 154). 
Pengujian normalitas menggunakan uji statistic non-parametik dengan 
menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S). uji K-S dilakukan dengan membuat 
hipotesis sebagai berikut: 
a. Jika probabilitas lebih besar dari 0,005 (>0,005) maka H0 diterima, yaitu 
variabel residual terdistribusi normal (Ghozali, 2016: 158). 
2. Uji Hererokedastisitas 
 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 
maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas 
(Ghozali, 2016: 134). 
 Mendeteksi ada atau tidaknya Heterkedastisitas dapat dilakukan dengan uji 
Glejser. Dalam uji Glejser, jika variabel independen signifikan secara statistic 
mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadi Heterokedastisitas. 
Model regresi tidak mengandung adanya Heterokedastisitas jika probabilitas 
signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2016: 138). 
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3. Uji Multikolonieritas 
 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada 
atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai 
Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai  VIF ≥ 10 atau sama dengan nilai tolerance 
≤ 0,1, maka model regresi tidak terjadi multikoleniaritas (Ghozali, 2016: 104). 
 
3.9.2. Analisis Deskriptif 
 Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin 
mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku 
untuk populasi dimana sampel diambil (Sugiyono, 2015:147). 
 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 
range, kurtosis, dan skewness (Kemencengan distribusi) (Ghozali. 2016: 147). 
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3.9.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
 Uji F menguji joint hipotesis bahwa b1, b2, dan b3 secara simultan  sama 
dengan nol. Uji F dapat juga dinamakan uji signifikan secara keseluruhan  45   
terhadap garis regresi yang diobservasi, apakah Y berhubungan linier terhadap  X1, 
X2, dan X3. Kriteria uji F adalah sebagai berikut: 
a. H0 : b1 = b2 = ……= bk = 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan  dari 
variabel independen X1, X2, X3  terhadap variabel dependen Y. 
b. Ha : b1 ≠ b2 ≠ …….≠ bk ≠ 0, artinya terdapat pengaruh signifikan variabel 
independen X1, X2, X3 terhadap variabel Y. 
 Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 
keputusan sebagai berikut: 
a. Quick look : jika nilai F > 4, maka H0 ditolak pada derajat kepercayaan 5% 
yang berarti Ha diterima. 
b. Membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, apabila Fhitung > Ftabel maka 
H0 diterima dan Ha diterima (Ghozali, 2016: 96). 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
 Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah 0 < R
2
 < 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 
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mendekati satu berarti variabel independen mampu memberikan semua informasi 
yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016: 95). 
 
3.9.4. Analisis Regeresi Linier Berganda 
 Analisis regresi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau 
lebih, serta menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 
independen (Ghozali, 2016: 94). Berikut rumus regresi linier berganda yang akan 
dilakukan oleh peneliti adalah: 
Y= α + β1. X1+ β2.X2 + β3.X3 + β4.X4+ β5.X5+ β6.X6+ e 
Dimana: 
Y : Kepatuhan Wajib Pajak 
X1 : Pesrsepsi Keadilan Pajak 
X2 : Administrasi Perpajakan 
X3 : Manfaat Perpajakan 
X4 : Pengetahuan Perpajakan 
X5 : Sanksi Perpajakan 
X6 : Sosialisasi Perpajakan 
  : Konstanta 
β1 – β6 : Koefisien Regresi 
e : error 
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3.9.5. Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian yang digunakan dengan 
membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah 
ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan <0,05 maka variabel independen 
mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis diterima. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Deskripsi Karakteristik Responden 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di 
Kantor Pelayanan Pajak yang beralamat di Jalan K. H. Agus Salim No. 1, Purwosari, 
Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Jumlah wajib pajak yang dijadikan populasi dalam 
penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta yang berjumlah 
10.878 wajib pajak UMKM. 
Sampel pada penelitian ini sebesar 100 responden wajib pajak UMKM yang 
diambil menggunakan rumus Slovin. 
Tabel 4.1 
Kuesioner Responden 
No Keterangan Jumlah 
1. Kuesioner Disebar 100 
2. Kuesioner Kembali 100 
3. Kuesioner Rusak 0 
4. Kuesioner Cacat 0 
5. Kuesioner yang bisa diolah 100 
Total 100 
Sumber: Data primer diolah, 2019. 
Berdasarkan data kuesioner responden yang ditunjukkan pada table 4.1 di atas 
menunjukan bahwa dari 100 kuesioner yang disebar, semuanya kembali, tidak cacat, 
tidak rusak, dan dapat diolah dari 100 kuesioner yang telah diisi oleh responden 
tersebut telah memenuhi kriteria sampel penelitian. 
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Berdasarkan hasil survei dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh 
deskripsi mengenai responden sebagai berikut: 
1. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1. Laki- laki 39 39% 
2. Perempuan 61 61% 
Total 100 100% 
Sumber: Data rimer diolah, 2019. 
Berdasarkan hasil distribusi frekuensi karakteristik responden yang ditujukan 
pada table 4.2 di atas menunjukan bahwa responden penelitian ini terdiri dari 
responden berjenis kelamin laki- laki sebanyak 39 orang dengan persentase sebesar 
39% , responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 61 orang dengan persentase 
sebesar 61%. 
2. Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir 
No Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 
1. SMP 23 23% 
2. SMA 60 60% 
3. D3 15 15% 
4. S1 2 2% 
Total 100 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2019. 
 Berdasarkan hasil distribusi frekuensi karakteristik responden yang ditujukan 
pada table 4.3 diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan responden dalam 
penelitian ini adalah lulusan SMP sebanyak 23 orang dengan persentase sebesar 23%, 
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SMA sebanyak 60 orang dengan persentase sebesar 60%, D3 sebanyak 15 orang 
dengan persentase sebesar 15%, dan S1 sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 
2% persen. Hasil ini menunjukan bahwa wajib pajak yang berada di Pasar Klewer 
mayoritas adalah lulusan SMA, dengan demikian para wajib pajak belum begitu 
faham akan pengetahuan tentang membayar pajak. 
3. Karakteristik Responden Menurut Jenis SPT 
Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Menurut Jenis SPT 
No Jenis SPT Jumlah Persentase 
1. 1770 100 100% 
2. 1771 0 0% 
Total 100 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2019. 
 Berdasarkan hasil distribusi frekuensi karakteristik responden yang ditunjukan 
pada tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa jenis surat pemberitahuan (SPT) 1770 
sebanyak 100 orang dengan persentase sebesar 100%, dan jenis surat pemberitahuan 
(SPT) 1771 sebanyak 0 orang dengan persentase sebesar 0%. Hasil ini menunjukan 
bahwa wajib pajak di Pasar Klewer mayoritas berjenis SPT 1770 yaitu SPT untuk 
usaha milik pribadi. 
4. Karakteristik Responden Menurut Lamanya Usaha 
Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Menurut Lama Usaha 
No Lama Usaha Jumlah Persentase 
1. <5 Tahun 57 57% 
2. >10 Tahun 43 43% 
Total 100 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2019. 
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 Berdasarkan hasil distribusi frekuensi karakteristik responden yang ditunjukan 
pada tabel 4.5 di atas menunjukan bahwa lamanya usaha responden dalam penelitian 
ini adalah dari >5 tahun sebanyak 57 orang dengan persentase sebesar 57 %, dan dari 
<10 tahun sebanyak 43 orang dengan peersentase sebesar 43%. Hasil ini menunjukan 
bahwa wajib pajak di Pasar Klewer mayoritas lamanya usaha selama lebih dari 5 
tahun.  
 
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Uji Instrumen Penelitian 
Analisis pengujian instrumen dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan 
reliabilitas. Hasilnya dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut: 
1. Uji Validitas 
Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur tersebut 
mampu mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas digunakan untuk menunjukan 
apakah item-item pernyataan tersebut dapat mengukur suatu variabel. Kriteria sebuah 
pernyataan dikatakan valid apabila r hitung > r tabel. (Ghozali, 2016: 52). 
a. Variabel Persepsi Keadilan Pajak (X1) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil validitas pada variabel 
persepsi keadilan pajak (X1) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas 
Butir Pernyataan r hitung r tabel  5% (0,05) Keterangan 
X1.1 0,746 0,1966 Valid 
X1.2 0,763 0,1966 Valid 
X1.3 0,782 0,1966 Valid 
X1.4 0,793 0,1966 Valid 
X1.5 0,782 0,1966 Valid 
X1.6 0,693 0,1966 Valid 
X1.7 0,824 0,1966 Valid 
         Sumber: Data diolah, 2019. 
Nilai r tabel untuk signifikansi 5% atau 0,05 adalah 0,1966. Tabel 4.6 menunjukan 
bahwa semua pernyataan nilai r hitung > r tabel sehingga semua item variabel persepsi 
keadilan pajak sudah memenuhi kriteria validitas yang sudah ditentukan. 
b. Variabel Administrasi Perpajakan (X2) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil validitas pada variabel 
administrasi perpajakan (X2) adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas 
Butir Pernyataan r hitung r tabel  5% (0,05) Keterangan 
X2.1 0,777 0,1966 Valid 
X2.2 0,837 0,1966 Valid 
X2.3 0,806 0,1966 Valid 
X2.4 0,781 0,1966 Valid 
               Sumber: Data dioleh, 2019. 
Nilai r tabel untuk signifikansi 5% atau 0,05 adalah 0,1966. Tabel 4.7 menunjukan 
bahwa semua pernyataan nilai r hitung > r tabel, sehingga semua item variabel 
administrasi perpajakan sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 
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c. Variabel Manfaat Perpajakan (X3) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil validitas pada variabel 
manfaat perpajakan (X3) adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas 
Butir Pernyataan r hitung r tabel 5% (0,05) Keterangan 
X3.1 0,821 0,1966 Valid 
X3.2 0,798 0,1966 Valid 
X3.3 0,859 0,1966 Valid 
X3.4 0,832 0,1966 Valid 
        Sumber: Data dioleh, 2019. 
Nilai r tabel untuk signifikansi 5% atau 0,05 adalah 0,1966. Tabel 4.8 menunjukan 
bahwa semua pernyataan nilai r hitung > r tabel, sehingga semua item variabel manfaat 
perpajakan sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 
d. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X4) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil validitas pada variabel 
pengetahuan perpajakan (X4) adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas 
Butir Pernyataan r hitung r tabel 5% (0,05) Keterangan 
X4.1 0,816 0,1966 Valid 
X4.2 0,777 0,1966 Valid 
X4.3 0,762 0,1966 Valid 
X4.4 0,794 0,1966 Valid 
X4.5 0,752 0,1966 Valid 
         Sumber: Data dioleh, 2019. 
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Nilai r tabel untuk signifikansi 5% atau 0,05 adalah 0,1966. Tabel 4.9 menunjukan 
bahwa semua pernyataan nilai r hitung > r tabel, sehingga semua item variabel 
pengetahuan perpajakan sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 
e. Variabel Sanksi Perpajakan (X5) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan,maka hasil validitas pada variabel sanksi 
perpajakan (X5) adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas 
Butir Pernyataan r hitung r tabel  5% (0,05) Keterangan 
X5.1 0,769 0,1966 Valid 
X5.2 0,771 0,1966 Valid 
X5.3 0,783 0,1966 Valid 
X5.4 0,684 0,1966 Valid 
  Sumber: Data dioleh, 2019. 
Nilai r tabel untuk signifikansi 5% atau 0,05 adalah 0,1966. Tabel 4.10 
menunjukan bahwa semua pernyataan nilai r hitung > r tabel, sehingga semua item 
variabel sanksi perpajakan sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan. 
f. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X6) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil validitas pada variabel 
sosialisasi perpajakan (X6) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Validitas 
Butir Pernyataan r hitung r tabel  5% (0,05) Keterangan 
X6.1 0,717 0,1966 Valid 
X6.2 0,827 0,1966 Valid 
X6.3 0,862 0,1966 Valid 
X6.4 0,573 0,1966 Valid 
             Sumber: Data dioleh, 2019. 
Nilai r tabel untuk signifikansi 5% atau 0,05 adalah 0,1966. Tabel 4.11 
menunjukan bahwa semua pernyataan nilai r hitung > r tabel, sehingga semua item 
variabel sosialisasi perpajakan sudah memenuhi kriteria validitas yang telah 
ditentukan. 
g. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil validitas pada variabel 
kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas 
Butir Pernyataan r hitung r tabel  5% (0,05) Keterangan 
Y1.1 0,821 0,1966 Valid 
Y1.2 0,796 0,1966 Valid 
Y1.3 0,806 0,1966 Valid 
Y1.4 0,838 0,1966 Valid 
Y1.5 0,817 0,1966 Valid 
Y1.6 0,512 0,1966 Valid 
Y1.7 0,717 0,1966 Valid 
             Sumber: Data diolah, 2019 
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Nilai r tabel untuk signifikansi 5% atau 0,05 adalah 0,1966. Tabel 4.12 
menunjukan bahwa semua pernyataan nilai r hitung > r tabel, sehingga semua item 
variabel sosialisasi perpajakan sudah memenuhi kriteria validitas yang telah 
ditentukan. 
 
2. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Hasil uji 
reliabilitas adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Reliabilitas 
Pernyataan Cronbach’s alpha Keterangan 
Persepsi Keadilan Perpajakan 
(X1) 
0,927 Reliabel 
Administrasi Perpajakan (X2) 0,912 Reliabel 
Manfaat Perpajakan (X3) 0,925 Reliabel 
Pengetahuan Perpajakan (X4) 0,913 Reliabel 
Sanksi Perpajakan (X5) 0,886 Reliabel 
Sosialisasi Perpajakan (X6) 0,880 Reliabel 
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
(Y) 
0,922 Reliabel 
     Sumber: Data diolah,2019. 
 Tabel 4.13 menunjukan bahwa nilai cronbach’s alpha > 0,7, sehingga disimpulkan 
bahwa variabel persepsi keadilan pajak (X1), administrasi perpajakan (X2), manfaat 
perpajakan (X3), pengetahuan perpajakan (X4), sanksi perpajakan (X5), sosialisasi 
perpajakan (X6), serta kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah reliabel serta dapat 
digunakan untuk mengolah data selanjutnya. 
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4.2.2. Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 
dan menyajikan secara ringkas informasi dari data responden mengenai variabel 
persepsi keadilan pajak, administrasi perpajaan, manfaat perpajakan, pengetahuan 
perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. Dari data keempat variabel tersebut diubah kedalam suatu bentuk yang 
dapat menyediakan informasi untuk menggambarkan serangkaian faktor dalam suatu 
kondisi yang meliputi nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata, dan nilai standar 
deviasi. 
Tabel 4.14 
Hasil Statistik Deskriptif 
                                                           Descriptive Statistics 
 
 
N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. 
Deviation 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error 
Statistic 
Y 100 26 9 35 2301 23.01 .723 7.226 
X1 100 24 9 33 2165 21.65 .667 6.672 
X2 100 14 5 19 1219 12.19 .445 4.453 
X3 100 14 6 20 1288 12.88 .437 4.375 
X4 100 17 7 24 1576 15.76 .529 5.290 
X5 100 13 5 18 1203 12.03 .437 4.366 
X6 100 14 5 19 1247 12.47 .454 4.540 
Valid N 
(listwise) 
100 
       
 
 Sumber: Data diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas hasil selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 
1. Persepsi Keadilan Pajak (X1) 
Hasil penelitian menunjukan untuk variabel persepsi keadilan pajak diperoleh 
data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh skor terendah 
sebesar 9, skor tertinggi sebesar 33, dan skor rata-rata sebesar 21,65 serta dengan 
standar deviasi sebesar 6,672. Hasil tersebut dari 7 item pernyataan dengan lima 
alternatif jawaban dan skor jawaban 5, 4, 3, 2, dan 1. 
2. Administrasi Perpajakan (X2) 
Hasil penelitian menunjukan untuk variabel administrasi perpajakan diperoleh 
data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh skor terendah 
sebesar 5, skor tertinggi sebesar 19, dan skor rata-rata sebesar 12,19 serta dengan 
standar deviasi sebesar 4,453. Hasil tersebut dari 4 item pernyataan dengan lima 
alternatif jawaban dan skor jawaban 5, 4, 3, 2, dan 1. 
3. Manfaat Perpajakan (X3) 
Hasil penelitian menunjukan untuk variabel manfaat perpajakan diperoleh data 
dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh skor terendah 
sebesar 6, skor tertinggi sebesar 20, dan skor rata-rata sebesar 12,88 serta dengan 
standar deviasi sebesar 4,375. Hasil tersebut dari 4 item pernyataan dengan lima 
alternatif jawaban dan skor jawaban 5, 4, 3, 2, dan 1. 
4. Pengetahuan Perpajakan (X4) 
Hasil penelitian menunjukan untuk variabel pengetahuan perpajakan diperoleh 
data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh skor terendah 
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sebesar 7, skor tertinggi sebesar 24, dan skor rata-rata sebesar 15,76 serta dengan 
standar deviasi sebesar 5,290. Hasil tersebut dari 5 item pernyataan dengan lima 
alternatif jawaban dan skor jawaban 5, 4, 3, 2, dan 1. 
5. Sanksi Perpajakan (X5) 
Hasil penelitian menunjukan untuk variabel sanksi perpajakan diperoleh data 
dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh skor terendah 
sebesar 5, skor tertinggi sebesar 18, dan skor rata-rata sebesar 12,03 serta dengan 
standar deviasi sebesar 4,366. Hasil tersebut dari 4 item pernyataan dengan lima 
alternatif jawaban dan skor jawaban 5, 4, 3, 2, dan 1. 
6. Sosialisasi Perpajakan (X6) 
Hasil penelitian menunjukan untuk variabel sosialisasi perpajakan diperoleh 
data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh skor terendah 
sebesar 5, skor tertinggi sebesar 19, dan skor rata-rata sebesar 12,47 serta dengan 
standar deviasi sebesar 4,540. Hasil tersebut dari 4 item pernyataan dengan lima 
alternatif jawaban dan skor jawaban 5, 4, 3, 2, dan 1. 
7. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 
Hasil penelitian menunjukan untuk variabel kepatuhan wajib pajak UMKM 
diperoleh data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh skor 
terendah sebesar 9, skor tertinggi sebesar 35, dan skor rata-rata sebesar 23,01 serta 
dengan standar deviasi sebesar 7,226. Hasil tersebut dari 7 item pernyataan dengan 
lima alternatif jawaban dan skor jawaban 5, 4, 3, 2, dan 1. 
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4.2.3. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov untuk uji 
normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi nilai 
residual terdistribusi normal atau tidak. Data terdistribusi normal jika nilai 
signifikansi > 0,05. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Normalitas Data 
 
  Sumber: Data diolah, 2019. 
Hasil perhitungan Kolmogorov-Sminov menunjukan bahwa nilai 
signifikansinya (p value) sebesar 0,952> 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau 
dapat dikatakan sebaran data penelitian terdistribusi normal. 
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2. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya 
kolerasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mengetahui ada 
tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Nilai untuk 
menunjukkan tidak adanya problem multikolinearitas apabila nilai tolerance > 0,10 
dan nilai VIF < 10. Data dari penelitian sebagai berikut: 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Multikolonieritas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Persepsi Keadilan Pajak 
(X1) 
0,128 7,783 Tidak terjadi 
multikolinearitas 
Administrasi Perpajakan 
(X2) 
0,131 1,925 Tidak terjadi 
multikolinearitas 
Manfaat Perpajakan (X3) 0,111 1,490 Tidak terjadi 
multikolinearitas 
Pengetahuan Perpajakan 
(X4) 
0,163 6,140 Tidak terjadi 
multikolonieritas 
Sanksi Perpajakan (X5) 0,142 7,025 Tidak terjadi 
multikolonieritas 
Sosialisasi Perpajakan (X6) 0,173 5,772 Tidak terjadi 
multikolonieritas 
       Sumber: Data diolah, 2019. 
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa ketiga 
variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 
10. Disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen. 
3. Uji Heterokedastisitas 
Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
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lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat menggunakan uji 
glejser. Model regresi yang tidak mengandung heterokedastisitas jika probabilitas 
signifikansi > tingkat kepercayaan 5%. 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Consta
nt) 
1.883 .564 
 
3.335 .001 
X1 -.052 .067 -.222 -.775 .440 
X2 -.031 .100 -.087 -.306 .760 
X3 .036 .111 .101 .328 .743 
X4 .037 .076 .124 .486 .628 
X5 -.051 .098 -.143 -.525 .601 
X6 .097 .085 .281 1.139 .258 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
    Sumber: Data diolah, 2019. 
Berdasarkan hasil analisis sepertipada tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa 
masing-masing variabel mempunyai nilai signifikansinya (p value) > 0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak mengandung adanya 
heterokedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan dalam analisis regresi 
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4.2.4. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji F 
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen secara simultan dan untuk mengetahui ketepatan model regresi  
yang digunakan. 
    Tabel 4.18 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 4516.968 6 752.828 
107.37
8 
.000
b
 
Residual 652.022 93 7.011   
Total 5168.990 99    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X6, X4, X2, X5, X1, X3 
     Sumber: Data primer diolah, 2019. 
Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 107.378 > F tabel  (2,20) dengan nilai 
signifikannya sebesar 0,000 pada tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa model regresi yang dipilih sudah tepat digunakan dalam penelitian ini atau 
model regresi yang digunakan adalah fit. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien Determinasi (R Squared) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkanvariasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara 0 – 1. Nilai R2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
mempredikai variasi variabel. 
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      Tabel 4.19 
Model Summary
b
 
Model R R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F Change 
1 ,935
a
 ,874 ,866 2,648 ,874 107,378 
Sumber: Data primer diolah, 2019. 
Berdasarkan hasil analisis yang dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 
0,866 yang berarti variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 
independen sebesar 87%. Hal ini berarti variabel- variabel independen meliputi 
persepsi keadilan pajak, administrasi perpajakan, manfaat perpajakan, pengetahuan 
perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM berpengaruh sebesar 87% sedangkan sisanya sebesar 13% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
4.2.5. Uji Regresi Linier Berganda 
Untuk membuktikan hipotesis yang telah ditentukan dalam penelitian ini 
digunakan uji regresi linier berganda. Hasil dari uji akan menunjukan apakah ada 
pengaruh persepsi keadilan pajak, administrasi perpajakan, manfaat perpajakan, 
pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM 
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Tabel 4.20 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
                                                            Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.815 .931  1.950 .054 
X1 .341 .111 .315 3.065 .003 
X2 .402 .165 .248 2.440 .017 
X3 .287 .182 .174 1.573 .119 
X4 .340 .125 .249 2.726 .008 
X5 .056 .162 .034 .346 .730 
X6 -.066 .141 -.041 -.466 .642 
a. Dependent Variable: Y  
Sumber: Data primer diolah, 2019. 
Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas, dapat diperoleh persamaan 
sebagai berikut: 
Y= 1,815 + 0,341 X1 + 0,402 X2 + 0,287 X3 + 0,340 X4 + 0,056 X5 – 0,66 + e 
Berdasarkkan persamaan regresi linier berganda di atas dapat diintrepetasikan 
sebagai berikut: 
1. Konstan (α) sebesar 1,815 menyatakan bahwa tanpa adanya variabel persepsi 
keadilan pajak, administrasi perpajakan, manfaat perpajakan, pengetahuan 
perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan  maka kepatuhan wajib 
pajak UMKM mengalami peningkatan sebesar 1,815. 
2. β1 sebesar 0,341 menyatakan bahwa jika persepsi keadilan pajak bertambah 1 poin, 
sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka kepatuhan wajib pajak 
UMKM akan mengalami peningkatan sebesar 0,341 atau dengan persentase 
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sebesar 34,1% dengan kata lain niai koefesien regresi untuk variabel persepsi 
keadilan pajak bernilai positif. 
3. β2 sebesar 0,402 menyatakan bahwa jika adinistrasi perpajakan bertambah 1 poin, 
sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka kepatuhan wajib pajak 
UMKM akan mengalami peningkatan sebesar 0,402 atau dengan peresentase 
sebesar 40,2% dengan kata lain nilai koefesien regresi untuk variabel administrasi 
perpajakan bernilai positif. 
4. β3 sebesar 0,287 menyatakan bahwa jika manfaat perpajakan bertambah 1 poin, 
sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka kepatuhan wajib pajak 
UMKM akan mengalami peningkatan sebesar 0,287 atau dengan persentase 
sebesar 28,7% dengan kata lain nilai koefisien regresi untuk variabel manfaat 
perpajakan bernilai positif. 
5. β4 sebesar 0,340 menyatakan bahwa jika pengetahuan perpajakan bertambah 1 
poin, sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka kepatuhan wajib 
pajak UMKM akan mengalami peningkatan sebesar 0,340 atau dengan persentase 
sebesar 34,% dengan kata lain nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan 
perpajakan bernilai positif. 
6. β5 sebesar 0,056 menyatakan bahwa jika sanksi perpajakan bertambah 1 poin, 
sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka kepatuhan wajib pajak 
UMKM akan emngalami peningkatan sebesar 0,056 atau dengan persentase 
sebesar 5,6% dengan kata lain nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi 
perpajakan bernilai positif. 
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7. β6 sebesar -0,066 menyatakan bahwa jika sosialisasi perpajakan bertambah 1 poin 
sementara variabel independen lainnya bersifat tetap, maka sosialisasi perpajakan 
akan mengalami penurunan sebesar -0,066 atay dengan persentase sebesar 6,6% 
dengan kata lain nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan 
berpengaruh negarif. 
 
4.2.6. Uji Hipotesis (Uji t) 
     Tabel 4.21 
     Hasil Uji T 
                                                           Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolera
nce 
VIF 
1 
(Constant) 1.815 .931  1.950 .054   
X1 .341 .111 .315 3.065 .003 .128 7.783 
X2 .402 .165 .248 2.440 .017 .131 7.613 
X3 .287 .182 .174 1.573 .119 .111 8.995 
X4 .340 .125 .249 2.726 .008 .163 6.140 
X5 .056 .162 .034 .346 .730 .142 7.025 
X6 -.066 .141 -.041 -.466 .642 .173 5.772 
a. Dependent Variable: Y 
  Sumber: Data primer diolah, 2019. 
Berdasarkan tabel 4.21 diatas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama yang menyatakan H1 = persepsi keadilan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas,  diketahui thitung 
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sebesar 3,065 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel). 
Hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa 
persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadapkepatuhan wajib pajak 
UMKM. 
2. Hipotesis kedua yang menyatakan H2 = administrasi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas, diketahui 
thitung sebesar 2,440 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung  lebih besar dari ttabel  (thitung > 
ttabel). Hal ini berarti H0 ditolak dan H2 diterima, sehingga disimpulkan bahwaa 
administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. 
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan H3 = manfaat perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas, diketahui 
thitung sebesar 1,573 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung lebih kecil dari ttabel (thitung < 
ttabel). Hal ini berarti H0 diterima dan H3 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa 
manfaat perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. 
4. Hipotesis keempat yang menyatakan H4 = pengetahuan perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas, diketahui 
thitung sebesar 2,726 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung lebih besar dari ttabel (thitung > 
ttabel). Hal ini berarti H0 ditolak dan H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM. 
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5. Hipotesis kelima yang menyatakan H5 = sanksi perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas, diketahui nilai 
thitung sebesar 0,436 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung lebih kecil dari ttabel (thitung < 
ttabel). Hal ini berarti H0 diterima dan H5 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa 
sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. 
6. Hipotesis keenam yang menyatakan H6 = sosialisasi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas, diketahui 
nilai thitung sebesar -0,466 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung lebih kecil dari ttabel 
(thitung < ttabel). Hal ini berarti H0 diterima dan H5 ditolak, sehingga disimpulkan 
bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. 
 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
Hipotesis pertama yang menyatakan H1 = persepsi keadilan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas,  diketahui thitung 
sebesar 3,065 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel). Hal 
ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa persepsi 
keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
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Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 
dipengaruhi oleh persepsi keadilan pajak ini menunjukan bahwa semakin baik persepsi  
wajib pajak terkait terkait keadilan dari suatu kebijakan yang dalam hal ini adalah 
keadilan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 maka semakin tinggi tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang sebagian 
besar wajib pajak UMKM Pasar Klewer menjawab 4 yang artinya setuju.  
Pengetahuan pajak sangat penting dimiliki bagi setiap wajib pajak. Hal ini 
sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu self assessment 
system yang mengaharuskan wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan 
melaporan kewajiban perpajakannya. Adapun tujuan dari pelaksanaan system ini 
adalah supaya wajib pajak memenuhi peraturan perpajakan sesuai dengan undang-
undang yang berlaku (Vita, 2017). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Sariati (2017), Dharmawan (2012), Mustofa & Kertahadi (2014) yang 
menunjukan bahwa persepsi keadilan pajak berpegaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. 
 
4.3.2. Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
Hipotesis kedua yang menyatakan H2 = administrasi perpajakan berpengaruh  
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas, 
diketahui thitung sebesar 2,440 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung  lebih besar dari ttabel  
(thitung > ttabel). Hal ini berarti H0 ditolak dan H2 diterima, sehingga disimpulkan bahwaa 
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administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. 
Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 
dipengaruhi oleh administrasi perpajakan ini menunjukan bahwa dengan terbitnya 
kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah penyederhanaan sistem 
administasi perpajakan, sehingga sistem yang praktis, mudah, dan sistem online akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 
jawaban kuesioner yang sebagian besar wajib pajak UMKM Pasar Klewer menjawab 4 
yang artinya setuju. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusril & Siti 
(2017), dan Sinta & Tan (2010) menunjukan bahwa administrasi perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila pemerintah 
melakukan pembaruan atau membuat kemudahan dalam sistem administrasi 
perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka 
dapat meningktkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya.  
 
4.3.3. Pengaruh Manfaat Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  
Hipotesis ketiga yang menyatakan H3 = manfaat perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas, diketahui thitung 
sebesar 1,573 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung lebih kecil dari ttabel (thitung < ttabel). Hal 
ini berarti H0 diterima dan H3 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa manfaat perpajakan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
84 
 
 
Pingkan & Jullie (2015) mengatakan bahwa pemahaman wajib pajak akan 
semakin baik dan manfaat pajak yang semakin dirasakan akan mengalami peningkatan 
yang berdampak pada peningkatan kemauan wajib pajak dalam membayarkan 
pajaknya. Begitu pula sebaliknya apabila pemahamanwajib pajak kurang dan manfaat 
yang dirasakan tidak mengalami peningkatan, maka berdampak pada kurangnya 
peningkatan kemauan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya 
Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) yang 
dipengaruhi oleh manfaat perpajakan menunjukan bahwa apabila pajak yang dibayaran 
oleh wajib pajak memiliki manfaat yang banyak maka kepatuhan wajib pajaknya tidak 
akan meningkat. Hal ini dikarenakan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari 
membayar pajak bukanlah dasar utama yang mendorong munculnya kepatuhan wajib 
pajak.  
Wajib pajak UMKM masih belum dapat merasakan manfaat dari pajak yang 
mereka bayarkan, akan tetapi wajib pajak tetap membayarkan pajaknya karena untuk 
menjadi warga negara yang baik dan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.. Manfaat perpajakan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
tidak dapat dirasakan oleh wajib pajak, dibuktikan melalui jawaban kuesioner oleh 
wajib pajak Pasar Klewer menjawab 2 yang artinya tidak setuju. 
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4.3.4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
Hipotesis keempat yang menyatakan H4 = pengetahuan perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas, diketahui thitung 
sebesar 2,726 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel). Hal 
ini berarti H0 ditolak dan H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 
dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan menunjukan bahwa tingginya tingkat 
pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yusuf & Ismail, 2017). Pengetahuan perpajakan 
wajib pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dibuktikan melalui 
jawaban kuesioner oleh wajib pajak Pasar Klewer menjawab 4 yang artinya setuju. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM.  
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting & Pontoh 
(2018), dan Kesumasari & Wardana (2018) yang menunjukan bahwa pengetahuan 
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan 
perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan 
tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Wajib pajak yang mengetahui mengenai 
peraturan perpajakan maka akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai 
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dengan yang dipahami. Sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka 
semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya. 
 
4.3.5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Hipotesis kelima yang menyatakan H5 = sanksi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas, diketahui nilai 
thitung sebesar 0,436 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung lebih kecil dari ttabel (thitung < ttabel). 
Hal ini berarti H0 diterima dan H5 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa sanksi 
perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Ketika sanksi perpajakan diberlakukan untuk wajib pajak yang melanggar 
peraturan perpajakan, sedangkan wajib pajak tersebut merasa acuh tak acuh dan tidak 
ada rasa takut atau merasa terbebani dengan adanya sanksi tersebut, maka penerapan 
sanksi perpajakan bukanlah jaminan  untuk dapat meningkatkan kepatuhan membayar 
pajak. 
Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) yang 
dipengaruhi oleh sanksi perpajakan menunjukan bahwa adanya sanksi perpajakan tidak 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya. Sanksi 
perpajakan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak, dibuktikan melalui hasil olah data yang menunjukan bahwa 
sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kenconowati 
(2015) yang menunjukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori tahapan pengembangan 
moral dari Kohlberg (1995) yaitu seseorang tidak akan patuh hanya karna mereka takut 
akan dijatuhi hukuman sehingga untuk menghindari hukuman tersebut maka seseorang 
akan menjadi patuh. Dari penelitian ini disebabkan karena, wajib pajak pada Pasar 
Klewer merasa acuh tidak acuh akan adanya saksi perpajakan yang sudah diterapkan, 
sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada Pasar Klewer. 
 
4.3.6. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM 
Hipotesis keenam yang menyatakan H6 = sosialisasi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari tabel 4.21 diatas, diketahui nilai 
thitung sebesar -0,466 dan ttabel sebesar 1,985 jadi thitung lebih kecil dari ttabel (thitung < ttabel). 
Hal ini berarti H0 diterima dan H5 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa sosialisasi 
perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) yang 
dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan menunjukan bahwa ada tidaknya sosialisasi 
pajak yang diterima oleh wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak dalam 
membayarkan pajaknya. Hal ini dikarenakan penyampaian informasi mengenai 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak Pasar Klewer kurang 
intensif. 
Masih kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 tidak membuat wajib pajak UMKM tidak membayarkan pajaknya. Wajib pajak 
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UMKM tetap membayarkan pajaknya karena untuk memenuhi kewajibannya sebagai 
seorang warga negara yang baik. Berarti ada tidak adanya sosialisasi perpajakan 
mengenai peraturan perpajakan tidak mempengaruhi wajib pajak untuk membayarkan 
pajaknya. Hal ini di dibuktikan melalui hasilolah data yang menunjukan bahwa 
sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiska & Dini 
(2017) yang menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ada atau tidak adanya sosialisasi yang 
diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak UMKM, tidak 
mempengaruhi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Karna belum 
tentu wajib pajak UMKM yang mengikuti sosialisasi mengerti apa yang disampaikan 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan sosialsisasi tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP  
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak, 
administrasi perpajakan, manfaat perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi 
perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari 
analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dari peneliti yaitu sebagai berikut: 
1. Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. 
2. Administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. 
3. Manfaat perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
4. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. 
5. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
6. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya, yaitu: 
1. Keterbatasan dalam ruang lingkup objek penelitian, yaitu hanya Wajib Pajak 
UMKM yang berada di Pasar Klewer. 
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2. Penelitian dilakukan dengan metode survey melalui kuesioner saja, sehingga 
kemungkinan pendapat responden belum tertangkap secara nyata 
 
5.3. Saran Penelitian 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka 
dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Dalam melakukan sosialisasi dan sanksi tentang PP No. 23 tahun 2018 sebaiknya 
pihak KPP Pratama Surakarta melakukan pendekatan secara personal ke wajib 
pajak sehingga tepat sasaran 
2. Penelitian selanjutnya lebih diperhatikan dalam pemilihan waktu penyebaran 
kuesioner agar tidak pada saat waktu-waktu responden sibuk. 
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No  Bulan  Januari Februari  Maret April Mei Juni Juli 
Kegiatan  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Penyusunan 
Proposal  
X X X                          
2. Konsultasi     X  X X                      
3. Seminar  
Proposal 
             X               
4. Revisi proposal               X X X            
5. Pengumpulan 
Data 
                  X X X        
6. Analisis data                      X X      
7. Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                      X X X X   
8. Pendaftaran 
Munaqosah 
                           X 
9. Munaqosah                            X 
10. Revisi 
Munaqosah 
                            
Catatan:   dibuat oleh peneliti 
L
a
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p
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n
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Lampiran 2: Surat Penelitian dari Direktur Jendral Pajak 
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Lampiran 3: Surat Penelitian dari Badan Pengembangan Daerah 
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Lampiran 4: Kuesioner Penelitian 
KUESIONER 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden 
di tempat 
 
Dengan Hormat, 
 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program 
Stara Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, saya: 
Nama   : Sanasti Ayuning Tyas 
NIM   : 155121128 
Jurusan/ Semester : Akuntansi Syariah/ 8 
Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam 
 Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan 
judul “Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. 
 Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk 
menjadi respoden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan 
sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh 
hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai 
pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya 
jaga sesuai dengan etika penelitian. 
 Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini akan tetapi 
usahakan memilih jawaban yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi/ menjawab 
semua pertanyaan/ pernyataan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.   
         Peneliti 
 
 
                          Sanasti Ayuning Tyas 
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A. Identitas Responden 
Mohon kesediaan Bapak/Ibu/ Saudara/i mengisi daftar berikut: 
Nama     :…………………………. (boleh tidak diisi) 
Jenis Kelamin   : Laki-Laki / Perempuan 
Usia    :          < 30 Tahun 
 > 50 Tahun  
Pendidikan Terakhir   :   SD        SMP     SMA 
D3        S1      S2    
Lainnya 
Lama Usaha   :  < 5 Tahun 
     >10 Tahun 
Jenis SPT   :  1770 
     1771 
Rata-Rata Penjualan  : 
 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Mohon terlebih dahulu Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk membaca 
pernyataan-pernyataan dengan cermat, sebelum mengisinya. 
2. Berilah tanda silang (X) atau ceklis (√) untuk setiap pernyataan di bawah 
ini yang menggambarkan persepsi anda, dimana: 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 =  Tidak Setuju (TS) 
3 = Kurang Setuju (KS) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS)  
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KUESIONER PENELITIAN 
 
1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
No Pertanyaan STS 
1 
TS 
2 
KS 
3 
S 
4 
SS 
5 
1. Saya menyampaikan SPT (Surat Pemeberitahuan) ke 
Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas 
akhir 
     
2. Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
     
3. Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya 
terima dari usaha saya 
     
4. Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan 
catatan pendapatan yang saya miliki 
     
5. Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada 
sebelum dilakukan pemeriksaan 
     
6. Tidak mempunyai tunggakan pajak memberikan 
kemudahan dalam pengurusan sistem administrasi 
perpajakan 
     
7. Tidak memiliki tunggakan pajak memberikan dampak 
positif bagi saya  
     
(Dimodifikasi dari, Lestari 2017). 
 
2.  Variabel Persepsi Keadilan 
No Pertanyaan STS 
1 
TS 
2 
KS 
3 
S 
4 
SS 
5 
1. Pengenaan tariff 0.5% dari usaha dengan peredaran 
bruto kurang dari 4,8 M bersifat adil 
     
2. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh usaha 
saya terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat 
yang diberikan oleh pemerintah 
     
3. Manfaat yang saya terima dari pemerintah sebagai 
timbal balik atas pembayaran pajak penghasilan yang 
saya bayarkan telah sesuai/ adil 
     
4. Hukum perpajakan (khususnya pajak penghasilan) 
yang berlaku saat ini mengharuskan saya untuk 
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membayar lebih besar dari pada pembagian pajak 
penghasilan yang sesuai/adil 
5. Dibandingkan dengan wajib pajak lain saya membayar 
pajak penghasilan lebih sedikit dari pada pembagian 
pajak penghasilan yang sesuai/adil 
     
6. Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap 
wajib pajak 
     
7. Beban pajak yang adil adalah beban pajak yang 
disesuaikan dengan tingkat penghasilan seseorang 
     
(Dimodifikasi dari Lestari, 2017). 
 
3. Variabel Administrasi Perpajakan 
No Pertanyaan STS 
1 
TS 
2 
KS 
3 
S 
4 
SS 
5 
1. Terdapat penyederhanaan prosedur untuk 
melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan 
     
2. Terdapat penyederhanaan prosedur untuk mengisi 
formulir SPT/SSP dalam pelaporan pajak 
     
3. Adanya pegawai CS (Counter Service) yang 
membantu proses administrasi perpajakan 
     
4. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat 
melalui internet 
     
(Dimodifikasi dari Iminiati, 2016). 
4. Variabel Manfaat Perpajakan 
No Pertanyaan STS 
1 
TS 
2 
KS 
3 
S 
4 
SS 
5 
1. Menurut saya PP No 23 Tahun 2018 menjadikan saya 
lebih tertib terhadap administrasi 
     
2. Menurut saya PP No 23 Tahun 2018 memudahkan 
proses saya dalam membayar pajak 
     
3. Menurut saya pengelolaan pajak yang dihimpun dari 
masyarakat harus dapat diketahui penggunaannya 
     
4. Menurut saya pajak yang saya bayarkan akan 
meningkatkan pendapatan negara 
     
(Dimodifikasi dari Lestari, 2017) 
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5. Variabel Pengetahuan Perpajakan 
No Pertanyaan STS 
1 
TS 
2 
KS 
3 
S 
4 
SS 
5 
1. Saya mengetahui seluruh peraturan mengenai batas 
waktu pelaporan SPT 
     
2. Saya telah mengetahui ketentuan terkait 
kewajiban perpajakan yang berlaku 
     
3. Saya mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas 
Wajib Pajak 
dan tiap wajib pajak harus memilikinya 
     
4. Saya memahami sistem perpajakan yang ada di 
Indonesia adalah self assessment system (menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan dan melapor sendiri) 
     
5. Saya melakukan perhitungan, menyetor dan 
melaporkan pajak terutang sendiri. 
     
(Fermatasari, 2012) 
6. Variabel Sanksi Perpajakan 
No Pertanyaan STS 
1 
TS 
2 
KS 
3 
S 
4 
SS 
5 
1. Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang 
akan dikenakan sanksi pidana 
     
2. Saya setuju apabila sanksi pidana harus dikenakan 
kepada pelanggarnya tanpa toleransi 
     
3. Saya setuju pengenaan sanksi harus dilaksanakan 
dengan tegas kepada semua wajib pajak yang 
melanggar 
     
4. Saya merasa bahwa sepantasnya keterlambatan 
membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan 
bunga 
     
(Wiraprapti & Jati, 2014) 
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7. Variabel Sosialisasi Perpajakan 
No Pertanyaan STS 
1 
TS 
2 
KS 
3 
S 
4 
SS 
5 
1. Saya menerima penyuluhan dari Kantor Pelayanan 
Pajak tentang PP No 23 Tahun 2018 
     
2. Saya menerima informasi dari KPP terkait adanya PP 
No 23 Tahun 2018 
     
3. Saya dapat mengetahui informasi terbaru tentang PP 
No 23 Tahun 2018 secara akurat melalui media cetak 
dan elektronik 
     
4. Saya dapat mengetahui informasi terbaru tentang PP 
No 23 tahun 2018 dari spanduk info yang terpasang di 
beberapa sudut jalan 
     
(Meiska, 2017) 
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Lampiran 5 : Data Usaha Responden 
 
No Nama Toko Jenis Usaha 
1 Toko Textile Gunawan Toko Kain 
2 Toko Rahayu Toko Kain 
3 Toko Almira Toko Kain 
4 Textile Warna Agung Toko Kain 
5 Toko Ramayana Toko Kain 
6 Kios Dian Makmur Toko Kain 
7 Toko Kain AA Toko Kain 
8 Restu Baru Toko Kain 
9 Toko Setia Collection Toko Kain 
10 Kios Herton Toko Kain 
11 Kios Budi Jaya Toko Kain 
12 Kondang Murah  Toko Kain 
13 Lancar Baru Toko Kain 
14 Toko Ghozali Toko Kain 
15 Toko Textile Sedap Malam Toko Kain 
16 Toko Sumber Baru Toko Kain 
17 Toko Kaos Mekar Jaya Toko Kaos 
18 Harapan Cemerlang Toko Kain 
19 Sakura Collection Toko Kain 
20 Timur Jaya Toko Toko Kain 
21 Citra Abadi Toko Kain 
22 Tan Jaya Toko Kain 
23 Ada Fashion Pakaian Olahraga 
24 Widya Sport Pakaian Olahraga 
25 Batik Rosalina Batik 
26 Kios Penganten Atika Perlengkapan Penganten 
27 Toko Hidup Baru Batik 
28 Rusdiah Kebaya 
29 Mbak Sri Kain Pantai 
30 Batik Puspitasari  Batik 
31 Batik Moropadi Batik 
32 Batik Wulandari Batik 
33 Batik Handayani Batik 
34 Harum Dalu Toko Kain 
35 Toko Batik Puspa Batik 
36 Batik Kencana Ungu Batik 
37 Nira Batik Batik 
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38 Kios Sekayen Batik 
39 Batik Kartika Mas Batik 
40 Batik Kusuma Sari Batik 
41 Batik Rejo Sari Batik 
42 Sekar Jaya Batik Batik 
43 Kios Batik Bu Mantri Batik 
44 Batik Melati Jaya  Batik 
45 Batik Sinar Jaya Batik 
46 Batik Pitro Kraton Batik 
47 Toko Anugrah Alat Sholat 
48 Batik Noer Rahmah Batik 
49 Pakaian Penganten Mbak Era Perlengkapan Pengantin 
50 Kios Batik Nusa Indah Batik 
51 Wahyu Mulyo Konveksi Batik 
52 Alika Batik Batik 
53 Kios Batik Andum Tresno Batik 
54 Toko Tas Pantes Took Tas 
55 Kios Bu Hj. Tum Batik 
56 Kios Tutu Toko Batik 
57 Kios Sri Toko Batik 
58 Kios Prawesti Toko Batik 
59 Kios Endang Toko Batik 
60 Kios Jumiti Toko Batik 
61 Kios Nugroho Toko Batik 
62 Kios Puri Wakid Toko Batik 
63 Kios Rini Toko Batik 
64 Kios Danik Toko Batik 
65 Kios Sumini Toko Batik 
66 Kios Latifah Toko Batik 
67 Kios Pak Niar Toko Batik 
68 Kios Nana Toko Batik 
69 Kios Satrio Toko Batik 
70 Kios Mbak Made Kain Pantai 
71 Kios Mbak Pur Toko Daster 
72 Kios Mbak Yani Toko Daster 
73 Kios Diyah Toko Daster 
74 Kios Imma Toko Daster 
75 Kios Hana Toko Daster 
76 Kios Mukti Toko Daster 
77 Kios Hani Toko Daster 
78 Kios Caca Toko Daster 
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79 Kios Mas Riyadi Toko Daster 
80 Kios Sriyatun Toko Daster 
81 Kios Miyatun Toko Batik 
82 Kios Rokhimah Toko Batik 
83 Kios Mbak Rara Toko Batik 
84 Kios Mas Kus Toko Batik 
85 Kios Revi Toko Batik 
86 Kios Bu Lastri Toko Batik 
87 Kios Ilyas Toko Batik 
88 Kios Giran Toko Batik 
89 Kios Mbak Siti  Toko Batik 
90 Kios Mbak Tari Toko Batik 
91 Kios Bu Slamet Toko Batik 
92 Kios Raminah Toko Batik 
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Lampiran 6: Data Responden 
1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 
Responden Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 
1. 4 4 5 4 4 4 3 
2. 4 4 3 4 4 4 4 
3. 4 4 4 4 4 4 3 
4. 4 4 2 2 4 4 4 
5. 4 4 5 4 4 4 5 
6. 2 3 1 2 2 2 3 
7. 2 1 1 2 2 2 2 
8. 2 4 4 2 2 2 1 
9. 2 1 1 4 2 1 2 
10. 2 1 1 1 2 1 1 
11. 2 2 1 1 2 2 2 
12. 2 2 1 4 2 2 2 
13. 2 2 4 1 2 2 1 
14. 3 2 1 1 2 2 1 
15. 4 4 4 3 3 4 4 
16. 5 4 4 5 4 3 3 
17. 4 4 3 3 3 4 5 
18. 5 5 4 3 2 4 4 
19. 4 4 3 3 3 4 5 
20. 4 4 4 4 4 3 3 
21. 3 4 3 4 3 3 4 
22. 2 2 1 1 2 2 3 
23. 2 2 2 2 1 2 2 
24. 3 2 3 2 2 2 2 
25. 3 2 3 2 2 2 3 
26. 3 2 2 3 2 2 3 
27. 2 1 2 3 1 2 2 
28. 4 4 3 3 3 4 4 
29. 4 4 4 4 5 4 5 
30. 4 4 3 3 4 4 3 
31. 5 4 5 4 4 4 4 
32. 4 4 4 4 4 4 5 
33. 5 5 5 5 3 5 4 
34. 5 5 4 3 4 4 4 
35. 3 2 4 4 4 4 3 
36. 3 4 5 3 4 5 4 
37. 4 3 4 3 3 3 4 
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38. 4 4 5 5 4 4 4 
39. 4 4 2 5 3 5 2 
40. 4 4 5 5 4 4 5 
41. 5 5 4 4 4 3 3 
42. 4 5 4 5 5 5 5 
43. 2 2 3 3 4 4 5 
44. 3 3 4 4 3 3 3 
45. 3 4 4 3 3 3 4 
46. 4 4 4 5 4 3 3 
47. 3 4 4 4 3 3 4 
48. 3 3 2 2 3 3 2 
49. 2 3 2 3 3 2 3 
50. 4 4 4 3 3 3 3 
51. 2 2 2 2 2 2 5 
52. 3 2 2 2 2 2 4 
53. 2 2 2 2 2 2 5 
54. 3 3 2 2 2 1 4 
55. 2 1 2 2 2 1 5 
56. 2 1 2 2 2 1 4 
57. 2 1 2 2 2 2 5 
58. 2 1 2 2 1 2 5 
59. 2 2 2 2 1 2 5 
60. 4 4 5 5 4 5 3 
61. 5 4 4 5 4 3 4 
62. 4 5 4 5 5 4 4 
63. 5 4 5 5 2 3 5 
64. 4 5 4 4 3 3 4 
65. 3 3 2 4 5 3 5 
66. 4 4 5 5 4 5 5 
67. 5 5 5 4 4 3 3 
68. 5 5 4 5 4 4 4 
69. 3 3 2 2 3 3 2 
70. 2 2 3 3 4 2 5 
71. 4 4 5 3 4 4 5 
72. 5 5 5 5 5 5 5 
73. 5 5 5 5 5 5 5 
74. 5 4 5 4 4 4 4 
75. 4 5 4 5 4 3 3 
76. 4 5 3 4 5 3 3 
77. 4 4 5 4 4 3 3 
78. 5 5 5 5 5 5 5 
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79. 4 3 5 5 5 4 4 
80. 4 4 3 4 4 4 4 
81. 5 5 4 4 4 5 4 
82. 4 4 5 3 4 4 4 
83. 5 5 4 4 5 5 4 
84. 3 3 3 4 4 4 3 
85. 2 1 2 1 1 2 2 
86. 2 1 2 1 1 2 2 
87. 2 1 2 1 1 2 2 
88. 2 1 2 1 1 2 2 
89. 2 2 1 2 2 2 2 
90. 2 2 1 2 2 2 2 
91. 1 2 1 2 2 2 2 
92. 1 2 1 2 2 2 2 
93. 1 2 2 1 2 2 2 
94. 4 3 5 4 5 5 4 
95. 4 4 5 4 4 4 4 
96. 3 3 3 4 4 5 4 
97. 4 5 4 4 4 4 4 
98. 5 5 5 4 4 3 4 
99. 4 4 4 4 5 5 5 
100. 4 4 3 3 3 3 4 
 
2. Variabel Persepsi Keadilan Pajak (X1) 
Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 
1. 3 4 5 3 3 3 5 
2. 4 3 4 4 4 4 4 
3. 3 3 4 3 4 4 5 
4. 2 2 4 4 2 4 2 
5. 4 4 4 4 4 4 5 
6. 2 3 1 2 2 2 3 
7. 2 1 1 2 2 2 2 
8. 2 4 4 2 2 2 1 
9. 2 1 1 4 2 1 2 
10. 2 1 1 1 2 1 1 
11. 2 2 1 1 2 2 2 
12. 2 2 1 4 2 2 2 
13. 2 2 4 1 2 2 1 
14. 3 2 1 1 2 2 1 
15. 5 4 4 5 4 3 3 
16. 5 4 4 5 4 4 5 
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17. 5 5 4 3 4 4 3 
18. 2 2 3 5 4 3 2 
19. 4 4 4 3 3 4 4 
20. 3 3 4 4 3 3 3 
21. 4 3 4 3 3 3 4 
22. 2 2 1 1 2 2 3 
23. 2 2 2 2 1 2 2 
24. 3 2 3 2 2 2 2 
25. 3 2 3 2 2 2 3 
26. 3 2 2 3 2 2 3 
27. 2 1 2 3 1 2 2 
28. 4 5 5 4 3 3 2 
29. 4 4 3 3 4 4 3 
30. 5 4 4 5 4 3 3 
31. 4 3 4 4 3 3 4 
32. 4 3 4 4 4 4 5 
33. 3 5 4 5 4 4 4 
34. 4 4 4 4 4 4 3 
35. 2 3 3 4 4 4 4 
36. 3 4 5 5 4 5 3 
37. 4 5 4 3 4 4 5 
38. 3 3 3 4 3 4 5 
39. 3 2 4 3 3 2 5 
40. 4 4 5 4 4 4 3 
41. 4 4 5 5 3 3 4 
42. 4 5 5 5 5 5 4 
43. 3 2 4 4 5 4 2 
44. 4 4 3 3 3 2 3 
45. 3 3 3 3 4 2 4 
46. 3 2 4 3 2 4 5 
47. 5 4 3 4 4 5 3 
48. 3 3 4 4 4 3 3 
49. 2 2 3 3 2 3 2 
50. 3 3 4 4 4 4 3 
51. 2 2 2 2 2 2 2 
52. 3 2 2 2 2 2 1 
53. 2 2 2 2 2 2 2 
54. 3 3 2 2 2 1 2 
55. 2 1 2 2 2 1 2 
56. 2 1 2 2 2 1 1 
57. 2 1 2 2 2 2 1 
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58. 2 1 2 2 1 2 1 
59. 2 2 2 2 1 2 1 
60. 5 4 4 5 3 4 4 
61. 4 4 3 4 4 2 5 
62. 4 4 4 3 3 4 4 
63. 3 4 4 4 4 4 4 
64. 3 4 3 2 4 2 3 
65. 2 2 4 3 5 2 3 
66. 3 3 3 3 3 3 3 
67. 4 4 3 3 3 3 2 
68. 5 5 4 4 3 3 3 
69. 4 3 3 4 4 3 3 
70. 3 2 2 4 5 4 3 
71. 4 4 3 3 4 5 4 
72. 4 4 4 4 3 3 5 
73. 4 3 4 3 3 3 5 
74. 5 3 4 5 4 3 4 
75. 5 3 4 5 5 4 4 
76. 5 4 4 5 5 3 4 
77. 4 4 2 4 2 4 5 
78. 4 4 3 4 3 2 5 
79. 4 3 5 4 5 4 4 
80. 4 4 4 4 4 5 4 
81. 5 3 3 5 4 5 5 
82. 3 4 5 3 4 4 4 
83. 3 4 4 4 3 3 4 
84. 4 4 5 4 4 4 3 
85. 2 1 2 1 1 2 2 
86. 2 1 2 1 1 2 2 
87. 2 1 2 1 1 2 2 
88. 2 1 2 1 1 2 2 
89. 2 2 1 2 2 2 2 
90. 2 2 1 2 2 2 2 
91. 1 2 1 2 2 2 2 
92. 1 2 1 2 2 2 2 
93. 1 2 2 1 2 2 2 
94. 4 4 3 4 4 3 3 
95. 4 4 4 3 3 5 4 
96. 4 3 4 3 3 3 4 
97. 3 4 4 4 4 4 4 
98. 4 3 3 4 3 3 4 
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99. 4 3 3 4 4 4 4 
100. 5 4 5 5 4 5 3 
 
3. Variabel Administrasi Perpajakan (X2) dan Manfaat Perpajakan (X3) 
Responden X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 
1. 2 3 4 5 4 4 5 4 
2. 4 4 4 4 4 4 4 4 
3. 4 3 3 4 3 4 5 4 
4. 4 4 4 4 4 4 3 4 
5. 4 4 5 5 4 4 5 4 
6. 2 1 2 2 2 1 2 2 
7. 2 1 2 2 2 1 2 2 
8. 2 1 2 1 2 1 2 1 
9. 2 1 2 2 2 1 2 2 
10. 1 2 1 1 2 2 1 1 
11. 1 2 1 2 2 2 1 2 
12. 1 2 2 2 2 2 2 2 
13. 1 2 2 2 2 2 2 2 
14. 1 2 2 2 2 2 2 2 
15. 3 4 3 2 4 4 3 3 
16. 5 4 3 3 4 3 3 4 
17. 3 2 3 2 4 4 3 3 
18. 5 4 3 2 2 3 4 5 
19. 4 4 3 3 4 4 3 4 
20. 3 3 4 4 4 3 3 4 
21. 4 4 3 4 4 4 5 5 
22. 1 2 1 2 1 2 1 3 
23. 2 2 2 2 2 2 2 3 
24. 2 2 2 1 2 2 2 3 
25. 2 2 1 2 2 2 1 3 
26. 2 1 2 2 2 1 2 3 
27. 2 1 2 2 2 1 2 3 
28. 3 2 2 3 4 4 3 3 
29. 5 5 4 3 4 4 5 4 
30. 3 2 2 3 4 3 3 4 
31. 4 4 5 4 2 3 3 4 
32. 4 4 4 4 4 4 4 5 
33. 4 4 4 4 5 4 5 5 
34. 4 5 5 4 3 3 4 4 
35. 3 3 3 4 4 3 3 3 
36. 4 3 5 3 5 3 4 5 
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37. 3 3 3 3 4 5 4 5 
38. 4 4 2 3 3 4 3 3 
39. 2 3 3 5 3 3 4 5 
40. 4 4 5 4 3 3 4 4 
41. 3 3 2 2 4 4 3 3 
42. 5 5 4 4 4 5 5 4 
43. 5 3 2 4 3 4 2 5 
44. 4 4 3 3 4 3 3 4 
45. 3 3 4 3 3 3 4 3 
46. 4 3 5 4 4 4 5 4 
47. 4 4 3 4 3 4 3 4 
48. 3 3 4 4 3 3 4 4 
49. 2 3 2 3 4 2 3 4 
50. 3 3 3 4 4 4 3 3 
51. 2 1 2 1 2 1 2 1 
52. 2 1 2 2 2 1 2 2 
53. 2 1 2 2 2 1 2 2 
54. 1 2 1 2 1 2 2 2 
55. 1 2 1 2 1 2 2 2 
56. 1 2 1 2 1 2 2 2 
57. 1 2 1 2 1 2 2 2 
58. 1 2 1 2 1 2 2 2 
59. 1 2 1 2 1 2 2 2 
60. 3 4 4 3 4 4 4 5 
61. 4 4 4 4 4 4 5 4 
62. 4 5 4 5 4 4 4 5 
63. 5 5 4 5 4 4 4 4 
64. 3 2 4 5 4 3 4 5 
65. 4 3 2 5 3 4 2 5 
66. 3 3 2 4 5 5 4 5 
67. 3 3 4 4 4 4 5 5 
68. 3 4 4 4 3 4 3 3 
69. 5 4 3 3 3 4 4 4 
70. 2 3 3 5 3 3 2 4 
71. 3 5 4 3 4 4 5 4 
72. 4 4 5 5 5 5 5 5 
73. 5 5 4 4 4 4 5 5 
74. 5 4 4 5 4 3 5 4 
75. 4 5 5 4 4 5 3 4 
76. 4 5 4 3 3 4 4 4 
77. 5 5 4 4 4 4 5 5 
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78. 3 3 4 4 4 4 3 3 
79. 4 4 4 4 5 3 4 4 
80. 4 5 4 5 4 5 4 5 
81. 4 5 5 5 4 5 5 5 
82. 4 4 5 4 4 4 5 5 
83. 4 4 5 4 4 4 5 5 
84. 3 3 4 4 5 5 4 4 
85. 1 1 1 2 1 2 1 2 
86. 2 1 1 1 2 2 1 1 
87. 2 2 1 2 2 2 1 2 
88. 2 1 2 1 2 2 2 1 
89. 2 2 2 1 2 2 2 1 
90. 2 2 2 2 2 2 2 2 
91. 1 2 2 1 1 2 2 1 
92. 2 2 2 2 2 2 2 2 
93. 2 1 2 1 2 2 2 1 
94. 4 4 4 4 3 2 4 4 
95. 4 5 4 4 4 4 5 5 
96. 4 3 3 4 4 4 3 3 
97. 4 3 4 4 4 3 4 4 
98. 3 3 4 4 4 3 3 4 
99. 4 4 5 5 5 5 5 5 
100. 4 3 3 4 4 4 4 4 
 
4. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X4) dan Sanksi Perpajakan (X5) 
Responden X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 
1. 4 4 4 2 2 3 3 4 4 
2. 4 3 3 4 4 4 5 4 5 
3. 3 4 4 5 3 2 2 4 2 
4. 4 4 4 2 2 3 2 4 4 
5. 4 4 5 4 4 4 4 5 3 
6. 2 2 2 4 2 2 2 1 2 
7. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8. 1 1 2 4 2 2 1 2 2 
9. 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
10. 1 2 2 4 2 2 1 1 2 
11. 2 2 2 2 4 2 1 1 2 
12. 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
13. 1 2 2 2 2 2 1 1 1 
14. 2 2 4 1 2 2 2 1 2 
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15. 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
16. 3 3 3 2 3 4 3 3 4 
17. 4 4 4 3 5 5 5 4 4 
18. 4 3 3 5 5 3 3 4 5 
19. 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
20. 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
21. 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
22. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
23. 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
24. 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
25. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
26. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27. 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
28. 3 3 4 2 2 3 3 4 4 
29. 4 4 5 5 4 4 4 3 3 
30. 3 4 5 5 4 3 4 4 4 
31. 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
32. 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
33. 4 5 3 4 4 5 3 4 3 
34. 4 4 5 5 5 2 2 4 3 
35. 4 3 2 2 2 4 3 2 3 
36. 3 5 4 5 3 3 4 3 5 
37. 4 4 4 5 5 4 3 3 4 
38. 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
39. 4 4 5 3 2 5 5 4 3 
40. 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
41. 4 4 3 3 3 4 4 3 5 
42. 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
43. 5 4 4 3 4 5 4 3 3 
44. 4 4 4 2 2 3 3 2 3 
45. 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
46. 3 4 4 3 3 4 4 4 3 
47. 4 4 3 3 3 4 2 4 3 
48. 3 3 4 3 2 4 4 3 3 
49. 3 4 3 3 2 4 3 3 3 
50. 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
51. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
52. 1 2 1 1 2 1 2 2 1 
53. 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
54. 1 2 1 2 2 1 1 2 1 
55. 1 2 1 2 1 2 2 2 1 
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56. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
57. 2 2 1 2 1 2 1 2 1 
58. 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
59. 2 1 2 2 1 2 1 1 1 
60. 5 5 5 4 4 3 3 4 3 
61. 3 3 4 3 3 3 2 5 4 
62. 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
63. 5 5 3 5 5 4 3 5 3 
64. 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
65. 3 4 5 3 4 2 2 3 5 
66. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
67. 4 4 3 3 5 5 4 4 3 
68. 4 4 5 4 3 3 3 2 2 
69. 2 2 3 3 3 3 2 3 4 
70. 4 3 5 2 3 2 4 5 3 
71. 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
72. 5 4 5 5 5 4 5 5 3 
73. 4 4 4 4 4 4 5 5 3 
74. 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
75. 4 3 5 4 4 5 4 3 4 
76. 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
77. 5 5 5 4 4 5 3 3 3 
78. 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
79. 4 3 3 4 4 5 4 5 4 
80. 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
81. 4 5 5 4 4 4 5 5 3 
82. 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
83. 4 4 5 4 5 4 3 4 3 
84. 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
85. 2 1 2 2 4 2 2 2 2 
86. 1 2 2 2 2 2 1 1 2 
87. 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
88. 1 2 1 2 2 1 2 1 2 
89. 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
90. 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
91. 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
92. 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
93. 2 4 2 1 2 1 1 2 1 
94. 4 4 3 4 5 4 3 3 4 
95. 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
96. 4 4 3 3 4 4 5 5 4 
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97. 3 4 4 3 3 4 4 5 4 
98. 4 5 5 5 4 3 3 4 4 
99. 4 4 4 5 4 4 5 5 3 
100. 3 3 4 3 3 4 4 3 4 
 
5. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X6) 
Reesponden X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 
1. 4 4 5 5 
2. 5 4 5 5 
3. 2 2 4 3 
4. 4 4 2 2 
5. 4 4 4 3 
6. 2 2 2 1 
7. 2 2 2 2 
8. 4 2 1 2 
9. 4 1 1 2 
10. 2 2 1 1 
11. 4 2 1 1 
12. 4 1 2 1 
13. 2 2 1 1 
14. 2 2 2 1 
15. 5 5 4 4 
16. 4 4 5 5 
17. 5 5 4 4 
18. 2 3 4 4 
19. 3 3 4 4 
20. 4 4 3 3 
21. 3 3 5 4 
22. 2 2 2 2 
23. 1 1 2 4 
24. 2 1 2 2 
25. 2 2 2 2 
26. 2 2 2 2 
27. 2 1 2 2 
28. 4 3 4 4 
29. 5 5 5 4 
30. 4 4 4 3 
31. 4 4 4 4 
32. 4 4 4 4 
33. 4 4 4 4 
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34. 2 2 2 2 
35. 3 4 3 3 
36. 3 4 3 3 
37. 5 5 4 5 
38. 3 3 4 4 
39. 2 2 3 5 
40. 3 3 4 4 
41. 5 5 4 4 
42. 4 5 4 4 
43. 3 3 2 4 
44. 3 3 4 3 
45. 3 3 4 3 
46. 3 3 4 3 
47. 4 4 4 2 
48. 3 3 4 4 
49. 3 4 3 4 
50. 4 4 3 4 
51. 1 2 1 2 
52. 1 2 2 1 
53. 1 1 2 1 
54. 1 1 2 1 
55. 2 2 2 1 
56. 2 1 2 1 
57. 2 1 2 1 
58. 2 1 2 1 
59. 2 1 1 1 
60. 5 4 4 5 
61. 5 4 4 2 
62. 5 5 4 5 
63. 4 4 5 5 
64. 4 4 5 3 
65. 3 2 4 5 
66. 2 3 3 3 
67. 4 4 3 4 
68. 3 3 2 3 
69. 5 4 5 5 
70. 2 4 3 4 
71. 4 4 5 5 
72. 4 4 4 4 
73. 4 4 4 4 
74. 3 4 4 5 
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75. 4 4 4 5 
76. 3 3 4 3 
77. 4 4 2 2 
78. 5 5 4 4 
79. 4 4 3 4 
80. 4 5 4 5 
81. 5 5 4 5 
82. 4 4 5 5 
83. 4 4 4 3 
84. 3 4 4 3 
85. 2 2 2 2 
86. 2 1 1 2 
87. 1 1 2 2 
88. 1 2 1 2 
89. 2 2 2 2 
90. 2 2 2 2 
91. 1 1 1 2 
92. 1 2 2 2 
93. 1 1 2 1 
94. 3 3 4 5 
95. 3 3 4 4 
96. 4 4 3 3 
97. 4 3 4 4 
98. 4 5 5 5 
99. 4 4 4 4 
100. 4 4 5 5 
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Lampiran 7 : Hasil Olah Data 
 
1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
1.1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 
Uji Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y1.1 19.56 35.118 .821 .903 
Y1.2 19.59 35.032 .796 .906 
Y1.3 19.59 35.780 .806 .905 
Y1.4 19.67 36.183 .838 .902 
Y1.5 19.67 36.809 .817 .904 
Y1.6 19.32 40.684 .512 .932 
Y1.7 19.64 38.758 .717 .914 
 
Uji Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.922 7 
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1.2. Persepsi Keadilan Pajak (X1) 
Uji Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 18.52 35.363 .746 .918 
X1.2 18.32 34.644 .763 .916 
X1.3 18.26 34.336 .782 .914 
X1.4 18.44 35.158 .793 .913 
X1.5 18.47 35.605 .782 .914 
X1.6 18.36 35.404 .693 .923 
X1.7 18.45 33.523 .824 .910 
 
Uji Reliabilitas 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.927 7 
 
 
1.3. Administrasi Perpajakan (X2) 
Uji Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 9.28 10.951 .777 .894 
X2.2 9.30 10.475 .837 .872 
X2.3 9.15 10.896 .806 .884 
X2.4 9.17 11.496 .781 .893 
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Uji Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.912 4 
 
1.4. Manfaat Perpajakan (X3) 
Uji Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X3.1 9.71 11.541 .821 .905 
X3.2 9.62 11.127 .798 .913 
X3.3 9.38 10.723 .859 .892 
X3.4 9.75 11.301 .832 .901 
 
Uji Reliabilitas 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.925 4 
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1.5. Pengetahuan perpajakan (X4) 
Uji Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X4.1 12.53 18.110 .816 .887 
X4.2 12.49 17.242 .777 .895 
X4.3 12.64 17.950 .762 .897 
X4.4 12.65 17.644 .794 .891 
X4.5 12.69 17.913 .752 .899 
 
Uji Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.913 5 
 
1.6. Sanksi Perpajakan (X5) 
Uji Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X5.1 9.22 10.133 .769 .847 
X5.2 8.98 10.303 .771 .846 
X5.3 9.13 10.559 .783 .842 
X5.4 8.97 11.019 .684 .878 
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Uji Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.886 4 
 
1.7. Sosialisasi Perpajakan (X6) 
Uji Validitas 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X6.1 9.89 10.543 .717 .855 
X6.2 9.79 10.046 .827 .811 
X6.3 9.80 9.131 .862 .794 
X6.4 9.34 12.631 .573 .903 
 
 
Uji Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.880 4 
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2. Statistik Deskriptif 
                                                                             Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Y 100 9 35 23.01 7.226 
X1 100 9 33 21.65 6.672 
X2 100 5 19 12.19 4.453 
X3 100 6 20 12.88 4.375 
X4 100 7 24 15.76 5.290 
X5 100 5 18 12.03 4.366 
X6 100 5 19 12.47 4.540 
Valid N 
(listwise) 
100 
    
 
3. Uji Asumsi Klasik 
3.1. Uji Normalitas Data 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 2.56633633 
Most Extreme Differences 
Absolute .052 
Positive .052 
Negative -.039 
Kolmogorov-Smirnov Z .517 
Asymp. Sig. (2-tailed) .952 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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3.2. Uji Multikolonieritas 
 
                                                                            Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. 
Error 
Beta 
 
Tolerance VIF 
1 
(Constant) 1.815 .931  1.950 .054   
X1 .341 .111 .315 3.065 .003 .128 7.783 
X2 .402 .165 .248 2.440 .017 .131 7.613 
X3 .287 .182 .174 1.573 .119 .111 8.995 
X4 .340 .125 .249 2.726 .008 .163 6.140 
X5 .056 .162 .034 .346 .730 .142 7.025 
X6 -.066 .141 -.041 -.466 .642 .173 5.772 
a. Dependent Variable: Y 
 
3.3. Uji Heterokedastisitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Consta
nt) 
1.883 .564 
 
3.335 .001 
X1 -.052 .067 -.222 -.775 .440 
X2 -.031 .100 -.087 -.306 .760 
X3 .036 .111 .101 .328 .743 
X4 .037 .076 .124 .486 .628 
X5 -.051 .098 -.143 -.525 .601 
X6 .097 .085 .281 1.139 .258 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
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4. Uji Kelayakan Model 
4.1. Uji f 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 4516.968 6 752.828 
107.37
8 
.000
b
 
Residual 652.022 93 7.011   
Total 5168.990 99    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X6, X4, X2, X5, X1, X3 
 
4.2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary
b
 
Model R R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F Change 
1 ,935
a
 ,874 ,866 2,648 ,874 107,378 
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5. Regresi Linier Berganda 
                                                                           Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.815 .931  1.950 .054 
X1 .341 .111 .315 3.065 .003 
X2 .402 .165 .248 2.440 .017 
X3 .287 .182 .174 1.573 .119 
X4 .340 .125 .249 2.726 .008 
X5 .056 .162 .034 .346 .730 
X6 -.066 .141 -.041 -.466 .642 
a. Dependent Variable: Y  
 
6. Uji t 
                                                                    Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolera
nce 
VIF 
1 
(Constant) 1.815 .931  1.950 .054   
X1 .341 .111 .315 3.065 .003 .128 7.783 
X2 .402 .165 .248 2.440 .017 .131 7.613 
X3 .287 .182 .174 1.573 .119 .111 8.995 
X4 .340 .125 .249 2.726 .008 .163 6.140 
X5 .056 .162 .034 .346 .730 .142 7.025 
X6 -.066 .141 -.041 -.466 .642 .173 5.772 
a. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Data Pribadi  : 
Nama Lengkap  : Sanasti Ayuning Tyas 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Agustus 1997 
No. Telp   : 0896-7545-4520 
Kewarganegaraan  : Indonesia 
Agama    : Islam 
Alamat   : Kp. Baru Kubur Koja Rt 10 Rw 15 No. 28,  
      Penjaringan, Jakarta Utara 
Pendidikan Formal : 
1. TK (Taman Kanak- Kanak) Tutwuri Handayani, Penjaringan, Jakarta. Tahun 
2000-2002. 
2. SD N 06 Pagi Penjaringan, Jakarta. Tahun 2002-2008. 
3. SMP N 261 Jakarta. Tahun 2008-2011. 
4. SMA Budi Mulia, Karawang, Jawa Barat. Tahun 2011-2014. 
5. IAIN Surakarta, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tahun 2015-
2019. 
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Lampiran 9 : Hasil Cek Plagiarisme 
 
